Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas semua limpahan rahmat
dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara
bertujuan untuk mewujudkan tata organisasi yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat
melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam rangka terwujudnya good
governance dan clean government.

Untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Maluku
Utara, maka Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah membentuk Tim Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK dan WBBM yang bertugas untuk menyusun dan melaksanakan
pembangunan Zona Integritas sesuai program kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman
pada Keputusan PERMENPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/111/2019 tentang Pedoman Pembanguna Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini kami
buat sebagai gambaran komitmen bersama dan aksi nyata kami dalam mewujudkan WBK
dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat
dan sekaligus umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan Pembangunan  Zona Integritas
Pengadilan Tinggi Maluku Utara kedepannya. Kami menyadari bahwa upaya yang telah
kami lakukan masih belum sempurna, namun sesuai dengan motto kami "KIE RAHA"
(Komitmen, Inovatif, Edukatif, Responsif, Akuntabel, Humanis, Agamis kami yakin, kami
mampu mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

PANE, SH.,MH
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BAB I
Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam
pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintah
telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi yang
sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun
2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Upaya percepatan pencegahan dan
pemberantasan korupsi ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003.

Pemerintah juga telah memantapkan diri untuk berupaya menjadi good government
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2019 Ketua Mahkamah
Agung telah mengeluarkan keputusan Nomor: 58/KMA/SK/111/2019 tanggal 28 Maret 2019
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya, sehingga seluruh badan peradilan di Indonesia mulai mencanangkan
Pembangunan Zona Integritas.

Sejak dikeluarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman Pembangunan
Zona Integritas, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan langkah tegas dan tegap bergerak
untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara membentuk Tim
Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Tim Kerja ini betugas
untuk menyusun rencana dan agenda kerja, melakukan internalisasi dan implementasi
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Tinggi Maluku Utara,
melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, melaksanakan pembangunan zona integritas sesuali
dengan program kerja yang telah ditetapkan, melakukan penilaian mandiri pembangunan zona
integritas baik secara manual maupun secara elektronik, mengupayakan terpenuhinya seluruh
dokumen pendukung pembangunan zona integritas, melakukan  monitoring dan evaluasi
terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun
secara elektronik, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Maluku Utara.

Setelah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) Pengadilan Tinggi Maluku Utara, maka untuk melihat sejauh mana pembangunan
Zona Integritas WBK dan WBBM di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, maka dipandang sangat
perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.



2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nonor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

¢. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

d. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014;

e. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi;

f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 58/KMA/SK/111/2019 tanggal 28 Maret
2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya;

g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
90 Tahun 2021

h. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor W28-U/1466/KP.01/9/2022
tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM di
Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

3. Tahap-tahap Pembangunan Zona Integritas

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 58/KMA/SK/I11/2019 tanggal
28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya, terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan Zona Integritas di
Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yakni:

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi
Maluku Utara

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pengadilan Tinggi Maluku Utara
telah dilakukan di mana dalam acara tersebut pegawai Pengadilan Tinggi Maluku Utara sekaligus
menandatangani Pakta Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersin Melayani (WBBM) di Pengadilan
Tinggi Maluku Utara dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas. Hal ini dilakukan
dengan tujuan agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi serta berperan serta dalam
program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik.



b. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Tinggi Maluku Utara difokuskan
pada penerapan enam komponen pengungkit dan 2 komponen hasil. Enam komponen pengungkit
tersebut adalah:

1.Komponen Manajemen Perubahan,
2.PenataanTata Laksana,

3.Penatan Sistem Manajemen SDM,
4. Penguatan Akuntabilitas,

5.Penguatan Pengawasan, dan
6.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dua komponen Hasil adalah:

1.Birokrasi yang bersih dan akuntabel,

2. Pelayanan Publik yang prima.

4. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Tinggi Maluku Utara terdiri dari :

Pembina,

Ketua Tim,

Koordinator Teknikal,

Koordinator Operasional,

Koordinator Area Manajeman Perubahan beserta anggota,

Koordinator Area Penataan Tata Laksana beserta anggota,

Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen SDM beserta anggota,
Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja beserta anggota,
Koordinator Area Penguatan Pengawasan beserta anggota dan
Koordinator Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik beserta anggota.

VVVVYVYVVVVY

Adapun tugas Tim Kerja Pembangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Pengadilan Tinggi
Maluku Utara adalah:

1.
2.

Menyusun Rencana Kerja dan Agenda Kerja

Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM

Melakukan  pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju
WBK dan WBBM,;

Melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah
ditetapkan;

Melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas;

Mengupayakan terpenuhinya  seluruh  dokumen  pendukung pembangunan zona
integritas;

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui
penilaian mandiri;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara



Dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Pengadilan

Tinggi Maluku Utara membangun 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) komponen hasil,
yakni:

1. Komponen Manajemen Perubahan;
Komponen Penataan Tata Laksana;
Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
Komponen Penguatan Akuntabilitas;
Komponen Penguatan Pengawasan;
Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

ocoakrwmN

Untuk Komponen Hasil yaitu :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Pelayanan Publik yang Prima
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Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Untuk membangun Zona Integritas dibutuhkan Tim Kerja yang akan bertugas untuk

melaksanakan proses perubahan melalui program, kegiatan dan inovasi di 6 area perubahan. Tim
Kerja akan menjadi motor dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tugas Tim Kerja adalah:

1.
2.

3.

Menyusun Rencana Kerja dan Agenda Kerja

Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM

Melakukan  pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju
WBK dan WBBM,;

Melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah
ditetapkan;

Melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas;

Mengupayakan terpenuhinya  seluruh  dokumen  pendukung pembangunan zona
integritas;

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui
penilaian mandiri;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Adapun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tinggi Maluku
Utara adalah sebagai berikut:



RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI {WBK) / WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA

|.  Manajemen Perubahan
1. Indikator:

1. Penyusunan Tim Kerja
Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM,;

b. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

a. Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah
disusun.

b. Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah
memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM,;

c. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM telah disediakan.

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas.

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan

memperhatikan hal - hal berikut:

a. Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM,;

c. Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal - hal berikut:

a. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM,;

b. Tim Pokja Agen perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas telah ditetapkan
melalui seleksi oleh Tim Seleksi Pemilihan Agen Perubahan dan Role Model.

c. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Pengadilan Tinggi/Tipikor
Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor

Lampiran SK Rencana Aksi/Kerja Zona Integritas
Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara 2023



Maluku Utara;

d. Anggota organisasi terlibat dalam  Pembangunan  Zona Integritas  menuju
WBK/WBBM,;
2. Target :

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku
Utara dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara
dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM,;

2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku
Utara dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara
sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM,;

3. Menurutnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap
perubahan.

3. Rencana Aksi :

Tahap pertama adalah melaksanakan manajemen perubahan di Pengadilan Tinggi/Tipikor
Maluku Utara dan dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor

Maluku Utara yang bertujuan meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai

Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dalam membangun Zona Integritas menuju

WBK/WBBM serta terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan

Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi/Tipikor Maluku Utara sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Rencana aksi dalam manajemen perubahan ini adalah:

1. Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pengadilan
Tinggi/Tipikor Maluku Utara Tahun 2023 dan di masing-masing Pengadilan Negeri Se-
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dengan mekanisme yang jelas.

2. Menyusun rencana kerja/aksi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM,;

3. Melakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan
melakukan deklarasi oleh seluruh pimpinan dan pegawai dan perwakilan Satker bahwa
Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara telah siap membangun Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM dalam bentuk penandatangan dokumen Pakta Integritas.

4. Melakukan sosialisasi tentang pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan
kepada seluruh pegawai Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan di masing-masing
Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara serta
sosialisasi kepada masyarakat berupa film pendek, website Pengadilan Tinggi/Tipikor
Maluku Utara, Media Sosial,

5. Melakukan sosialisasi tentang pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada

instansi lintas sectoral seperti Kejaksaan, Kemenkumham serta Pemerintah Daerah di
Lampiran SK Rencana Aksi/Kerja Zona Integritas
Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara 2023



Maluku Utara.

6. Menyelenggarakan rapat persiapan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
masing masing koordinator di Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan di masing-
masing Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara
yaitu;

a. Koordinator Manajemen Perubahan;

b. Koordinator Penataan Tatalaksana;

c. Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM;

d. Koordinator Penguatan Akuntabilitas;

e. Koordinator Penguatan Pengawasan;

f.  Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

7. Membangun budaya kerja dan pola pikir di Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan
dan Pengadilan Negeri Se-Maluku Utara dengan menjadikan pimpinan sebagai role model
dan melibatkan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utaradan dan

Pengadilan Negeri seluruh Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;

8. Tim Agen Perubahan menyusun rencana tindak Tim Agen Perubahan serta menyusun target
prioritas inovasi-inovasi apa yang akan diciptakan di tahun 2023 untuk menuju predikat
WBK/WBBM,;

9. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM di Pengadilan
Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi/Tipikor Maluku Utara untuk memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai
rencana dan mengatasi kendala atau permasalahan selanjutnya dilakukan perbaikan dalam

pelaksanaan pembangunan zona integritas;

10. Membentuk kelompok Pengajian Rutin Mingguan (untuk Muslim) dan Kebaktian Bulanan

(untuk Nasrani) bagi Keluarga Besar Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;

Lampiran SK Rencana Aksi/Kerja Zona Integritas
Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara 2023



RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

Penataan Tatalaksana

Indikator:

1.

5.

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama:

a. Penyusunan Standar Operasioal Prosedur (SOP) Kegiatan Utama tetap mengacu kepada

peta proses bisnis Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara.
b. Prosedur Operasional tetap telah diterapkan.
c. Evaluasi dan perbaikan SOP.
E-Office/E-Government:
a. Penyusunan sistem pengukuran Kinerja berbasis sistem informasi.
b. Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi.
c. Penyusunan sistem pelayanan public berbasis sistem informasi.
Keterbukaan Informasi Publik
a. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
Target:
Meningkatnya pengguna teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen
pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; di Pengadilan Tinggi/Tipikor
Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor
Maluku Utara.
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas
menuju WBK/WBBM di Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;

Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan
Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi/Tipikor Maluku Utara.

Rencana Aksi:

Tujuan dari penataan tatalaksana ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi

dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju

WBK/WBBM; dan meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di

Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju
WBK/WBBM di Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah

Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara. Rencana aksi dalam komponen penataan tata

laksana adalah:
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1. Memastikan bahwa SOP telah mengacu peta proses bisnis.
2. Menerapkan SOP dan melakukan inovasi pada pada SOP.

w

Melakukan evaluasi terhadap SOP dan kemudian menindaklanjuti dengan perbaikan SOP
atau usulan perbaikan SOP.

Sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi.

Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi.

Layanan kepada publik menggunakan teknologi informasi.

N oo g s

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam

pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan ke publik.

®

Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik.

9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

Penataan Sistem Manajemen SDM
Indikator:

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi

a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerja Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku

Utara yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja.

b. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerja.

2. Pola Mutasi Internal
a. Menyusun kebijakan pola mutasi internal.
b. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal.
c. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola mutasi internal.
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
a. Melakukan upaya pengembangan kompetensi (Diktat).
b. Memberi kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diktat maupun
pengembangan kompetensi lainnya.
4. Penetapan Kinerja Individu
a. Penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.
b. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level diatasnya.
c. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodic.
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ di implementasikan mulai dari
penetapan, implementasi dan pemantauan.
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah dilaksanakan/di

implementasikan.
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6. Sistem Informasi Kepegawaian
Pemutakhiran informasi kepegawaian secara berkala.

6. Target:

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing - masing Zona
Integritas menuju WBK/WBBMdi Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan
Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing -
masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara
dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara.

3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing - masing Zona Integritas menuju
WBK/WBBM di Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Se-
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara.

4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju
WBK/WBBM di Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku UtaradanPengadilan Negeri Se-
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara.

5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju

WBK/WBBM,;

Tujuan dari penataan SDM ini adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM,
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, meningkatkan disiplin SDM,
meningkatkan efektivitas manajemen SDM dan meningkatkan profesionalisme SDM di
Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara.

Kegiatan dalam komponen penataan sistem manajemen SDM adalah :

1. Menyusun kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja.

2. Menempatkan pegawai mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun prajabatan.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai.

4. Melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi pegawai dan
mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan dalam rangka untuk pengembangan karier
pegawai.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi dalam kaitannya dengan
perbaikan Kinerja.

6. Melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi.

7. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai.

8. Menurunkan kesenjangan antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan.

9. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengikuti diktat maupun
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

pengembangan kompetensi lainnya.

Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui lembaga pelatihan, in house

training, coaching atau mentoring.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam

kaitannya dengan perbaikan kinerja.

Menetapkan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.

Menyesuaikan ukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu level diatasnya.
Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik.

Menetapkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian reward.
Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.

Memutakhirkan data informasi kepegawaian secara berkala.
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RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator:

1. Keterlibatan Pimpinan

a.

b

C.

Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;

Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

2. Pengelolaan AkuntabilitasKinerja

a.
b.

C.

7.

Penyusunan dokumen perencanaan;
Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memiliki kreteria Spesifik, Measurable,
Acheivable, Relevant and time bound (SMART).

Penyusunan Laporan Kinerja telah tepat waktu;
Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas Kinerja;

Target :

1. Meningkatnya kinerja di Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan Pengadilan Negeri

Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;

2. Meningkatnya akuntabilitas intansi pemerintah di Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara

8.

dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;

Rencana Aksi :

Tujuan dari penguatan akuntabilitas ini adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas di

Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara. Rencana aksi dalam komponen penguatan

akuntabilitas ini adalah :

1.

2
3.
4

L N o o

Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan.

Melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan penetapan Kinerja.

Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilengkapi dengan dokumen perencanaan yang berorientasi
hasil.

Menerapkan indikator kinerja utama dengan prinsip SMART.

Menyusun laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja, secara tepat waktu.
Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.

Lampiran SK Rencana Aksi/Kerja Zona Integritas
Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara 2023



RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

V. Penguatan Pengawasan
Indikator :

1. Pengendalian Gratifikasi
a. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi;

b. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
a. Membangun Lingkungan pengendalian di unit kerja;
b. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah di identifikasi;
c. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait;
d. Sosialisasi SPI ke pihak terkait.
3. Pengaduan Masyarakat
a. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.
b. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat.
c. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat.
d. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
4. Whistle Blowing System
a. Menerapkan Whistle Blowing System.
b. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System.
c. Menindaklanjuti evaluasi penerapan Whistle Blowing System.
5. Penanganan Benturan Kepentingan
a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
b. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
c. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
d. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;

e. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

9. Target :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh Pengadilan
Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi/Tipikor Maluku Utara;

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara di Pengadilan Tinggi/Tipikor
Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor
Maluku Utara;
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3. Meningkatnya kualitas laporan keuangan di Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan
Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;

4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku

Utara dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara.

10. Rencana Aksi :

Tujuan dari penguatan pengawasan ini adalah meningkatnya kepatuhan dan efektivitas
pengelolaan keuangan Negara, meningkatnya kualitas laporan keuangan dan menurunnya tingkat
penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utaradan Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara. Rencana aksi dalam komponen
penguatan pengawasan ini adalah:

1. Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi.

2. Menerapkan pengendalian gratifikasi.

3. Membangun lingkungan pengendalian.

4. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan atau kegiatan.

5. Melakukan pengendalian resiko terhadap profil resiko yang telah ditetapkan.

6. Menginformasikan dan mengkomunikasikan sistem pengendalian internal kepada seluruh

pihak terkait.

~

Menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat.

8. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat.

9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
10. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

11. Melakukan intemalisasi dan menerapkan whistle blowing system.

12. Melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

13. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

14. Melakukan identifikasi dan pemetaan benturan kepentingan dalam Tusiutama.
15. Melakukan sosialisasi atau intemalisasi penanganan benturan kepentingan.
16. Menerapkan penanganan benturan kepentingan.

17. Melakukan evalausi penanganan benturan kepentingan.

18. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.
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RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator:

1. Standar Pelayanan

a.
b.
C.

d.

Penyusunan standar pelayanan di unit kerja;
Penyusunan SOP standar pelayanan;
Memaklumatkan standar pelayanan;

Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP;

2. Budaya Pelayanan Prima

a.

Melakukan Sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building
dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;

Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
Memiliki system reward and punishment bagi pelaksana layanan serta

pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai

standar,

3. Penilaian Kepuasan TerhadapPelayanan

a.
b.
C.

11.

1.

Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat diakses secara terbuka;
Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.
Target:
Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya) di

Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara;

Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan di Pengadilan
Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi/Tipikor Maluku Utara;

Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan

pelayanan publikdi Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara dan Pengadilan Negeri
Se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara.
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12. Rencana Aksi:

Tujuan dari peningkatan kualitas pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas
pelayanan publik, unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan, dan meningkatkan
indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan
Tinggi/Tipikor Maluku Utaradan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi/Tipikor Maluku Utara. Rencana aksi dalam komponen penguatan pengawasan ini

adalah :

1. Menetapkan kebijakan standar pelayanan dan membuat inovasi terkait standar
pelayanan untuk meningkatkan pelayanan.

Memaklumatkan standar pelayanan.

Memastikan penerapan SOP pelaksanaan standar pelayanan.

Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP terkait.

Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.

o ok~ 0N

Melakukan publikasi agar informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui

berbagai media.

7. Menetapkan sistem reward/punishment bagi pelaksana layanan dan pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

8. Menyediakan sarana layanan terpadu.

9. Membuat inovasi pelayanan.

10. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

11. Memudahkan hasil survey kepuasan masyarakat agar diakses secara terbuka.

12. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Lampiran SK Rencana Aksi/Kerja Zona Integritas
Pengadilan Tinggi/Tipikor Maluku Utara 2023



JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2022

KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN
FITM| A M|J | J|A|S|O
INDIKATOR RENCANA AKSI E|A P|E|U U|G) | E|K
B|R| R|I |N|L|T|P |T
PEMENUHAN

MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA 1)

i.
Penyusunan
Tim Kerja

a. Unit kerja telah
membentuk tim untuk
melakukan
pembangunan Zona
Integritas

b. Penentuan anggota
Tim dipilih melalui
prosedur/mekanisme
yang jelas

ii. Rencana
Pembanguna
nZl|

a. Dokumen rencana
kerja pembangunan
Zona Integritas menuju
WBK/WBBM

b. Target prioritas yang
relevan dengan tujuan
pembangunan WBK /
WBBM

c. Mekanisme atau
media untuk
mensosialisasikan
pembangunan
WBK/WBBM

iii.
Pemantauan
dan Evaluasi
Pembanguna
n

a. Seluruh kegiatan
pembangunan sudah
dilaksanakan sesuai
dengan rencana

b. Terdapat monitoring
dan evaluasi terhadap
pembangunan Zona
Integritas

c. Hasil Monitoring dan
Evaluasi telah
ditindaklanjuti

iv. Perubahan
Pola Pikir dan
Budaya Kerja

a. Pimpinan berperan
sebagai role model
dalam pelaksanaan
Pembangunan
WBK/WBBM

b. Sudah ditetapkan
agen perubahan
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c. Telah dibangun
budaya kerja dan pola
pikir di lingkungan
organisasi

d. Anggota organisasi
terlibat dalam
pembangunan Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM

PENATAAN TATA LAKSANA (AREA Il)

i. Prosedur
Operasional
Tetap (SOP)
Kegiatan

a. SOP mengacu pada
peta proses bisnis
instansi

b. Prosedur
operasional tetap
(SOP) telah diterapkan

c. Prosedur
operasional tetap
(SOP) telah dievaluasi

ii. Sistem
Pemerintaha
n Berbasis
Elektronik
(SPBE)

a. Sistem pengukuran
kinerja unit sudah
menggunakan
teknologi informasi

b. Operasionalisasi
manajemen SDM
sudah menggunakan
teknologi informasi

c. Pemberian
pelayanan kepada
publik sudah
menggunakan
teknologi informasi

d. Telah dilakukan
monitoring dan
evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi
informasi dalam
pengukuran kinerja
unit, operasionalisasi
SDM, dan pemberian
layanan kepada publik

iii.
Keterbukaan
Informasi
Publik

a. Kebijakan tentang
keterbukaan informasi
publik telah diterapkan

b. Telah dilakukan
monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan
informasi publik

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR (AREA 111)
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i
Perencanaan
Kebutuhan
Pegawai
Sesuai
dengan
Kebutuhan
Organisasi

a. Kebutuhan pegawai
yang disusun oleh unit
kerja mengacu kepada
peta jabatan dan hasil
analisis beban kerja
untuk masing-masing
jabatan

b. Penempatan
pegawai hasil
rekrutmen murni
mengacu kepada
kebutuhan pegawai
yang telah disusun per
jabatan

c. Telah dilakukan
monitoring dan dan
evaluasi terhadap
penempatan pegawai
rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan
jabatan dalam
organisasi telah
memberikan perbaikan
terhadap kinerja unit
kerja

ii. Pola
Mutasi
Internal

a. Dalam melakukan
pengembangan karier
pegawai, telah
dilakukan mutasi
pegawai antar jabatan

b. Dalam melakukan
mutasi pegawai antar
jabatan telah
memperhatikan
kompetensi jabatan
dan mengikuti pola
mutasi yang telah
ditetapkan

c. Telah dilakukan
monitoring dan
evaluasi terhadap
kegiatan mutasi yang
telah dilakukan dalam
kaitannya dengan
perbaikan kinerja

iii.
Pengembang
an Pegawai
Berbasis
Kompetensi

a. Unit Kerja
melakukan Training
Need Analysis Untuk
pengembangan
kompetensi
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b. Dalam menyusun
rencana
pengembangan
kompetensi pegawai,
telah
mempertimbangkan
hasil pengelolaan
kinerja pegawai

c. Tingkat kesenjangan
kompetensi pegawai
yang ada dengan
standar kompetensi
yang ditetapkan untuk
masing-masing jabatan

d. Pegawai di Unit
Kerja telah
memperoleh
kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat
maupun
pengembangan
kompetensi lainnya

e. Dalam pelaksanaan
pengembangan
kompetensi, unit kerja
melakukan upaya
pengembangan
kompetensi kepada
pegawai (seperti
pengikutsertaan pada
lembaga pelatihan, in-
house training,
coaching, atau
mentoring)

f. Telah dilakukan
monitoring dan
evaluasi terhadap hasil
pengembangan
kompetensi dalam
kaitannya dengan
perbaikan kinerja

iv. Penetapan
Kinerja
Individu

a. Terdapat penetapan
kinerja individu yang
terkait dengan
perjanjian kinerja
organisasi

b. Ukuran kinerja
individu telah memiliki
kesesuaian dengan
indikator kinerja
individu level diatasnya
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c. Pengukuran kinerja
individu dilakukan
secara periodik

d. Hasil penilaian
kinerja individu telah
dijadikan dasar untuk
pemberian reward

v. Penegakan

a. Aturan disiplin/kode

Aturan etik/kode perilaku
Disiplin/Kode | telah

Etik/Kode dilaksanakan/diimplem
Perilaku entasikan

Pegawai

vi. Sistem a. Data informasi
informasi kepegawaian unit kerja

kepegawaian.

telah dimutakhirkan
secara berkala

PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA IV)

i
Keterlibatan
Pimpinan

a. Unit kerja telah
melibatkan pimpinan
secara langsung pada
saat penyusunan
perencanaan

b. Unit kerja telah
melibatkan secara
langsung pimpinan
saat penyusunan
penetapan kinerja

¢. Pimpinan memantau
pencapaian kinerja
secara berkala

ii.
Pengelolaan
Akuntabilitas

a. Dokumen
perencanaan kinerja
sudah ada

b. Perencanaan kinerja
telah berorientasi hasil

c. Terdapat penetapan
Indikator Kinerja
Utama (IKU)

d. Indikator kinerja
telah telah memenuhi
kriteria SMART

e. Laporan kinerja
telah disusun tepat
waktu

f. Laporan kinerja telah
memberikan informasi
tentang kinerja

g. Terdapat sistem
informasi/mekanisme
informasi kinerja
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h. Unit kerja telah
berupaya
meningkatkan
kapasitas SDM yang
menangangi
akuntabilitas kinerja

PENGUATAN P

ENGAWASAN (AREA V)

i
Pengendalian
Gratifikasi

a. Telah dilakukan
public campaign
tentang pengendalian
gratifikasi

b. Pengendalian
gratifikasi telah
diimplementasikan

ii. Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah

a. Telah dibangun
lingkungan
pengendalian

b. Telah dilakukan
penilaian risiko atas
pelaksanaan kebijakan

c. Telah dilakukan
kegiatan pengendalian
untuk meminimalisir
risiko yang telah
diidentifikasi

d. SPI telah
diinformasikan dan
dikomunikasikan
kepada seluruh pihak
terkait

iii.
Pengaduan
Masyarakat

a. Kebijakan
Pengaduan masyarakat
telah
diimplementasikan

b. pengaduan
masyarakat
dtindaklanjuti

c. Telah dilakukan
monitoring dan
evaluasi atas
penanganan
pengaduan masyarakat

d. Hasil evaluasi atas
penanganan
pengaduan masyarakat
telah ditindaklanjuti

iv. Whistle
Blowing
System

a. Whistle Blowing
System telah
diterapkan

b. Telah dilakukan
evaluasi atas
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penerapan Whistle
Blowing System

c. Hasil evaluasi atas
penerapan Whistle
Blowing System telah
ditindaklanjuti

V.
Penanganan
Benturan

Kepentingan

a. Telah terdapat
identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan
dalam tugas fungsi
utama

b. Penanganan
Benturan Kepentingan
telah

disosialisasikan/interna

lisasi

c. Penanganan
Benturan Kepentingan
telah
diimplementasikan

d. Telah dilakukan
evaluasi atas
Penanganan Benturan
Kepentingan

e. Hasil evaluasi atas
Penanganan Benturan
Kepentingan telah
ditindaklanjuti

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VI)

i. Standar
Pelayanan

a. Terdapat kebijakan
standar pelayanan

b. Standar pelayanan
telah dimaklumatkan

c. Dilakukan reviu dan
perbaikan atas standar
pelayanan

d. Telah melakukan
publikasi atas standar
pelayanan dan
maklumat pelayanan

ii. Budaya
Pelayanan
Prima

a. Telah dilakukan
berbagai upaya
peningkatan
kemampuan dan/atau
kompetensi tentang
penerapan budaya
pelayanan prima

b. Informasi tentang
pelayanan mudah
diakses melalui
berbagai media
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c. Telah terdapat
sistem pemberian
penghargaan dan
sanksi bagi petugas
pemberi pelayanan

d. Telah terdapat
sistem pemberian
kompensasi kepada
penerima layanan bila
layanan tidak sesuai
standar

e. Terdapat sarana
layanan
terpadu/terintegrasi

f. Terdapat inovasi
pelayanan

iii.
Pengelolaan
Pengaduan

a. Terdapat media
pengaduan dan
konsultasi pelayanan
yang terintegrasi
dengan SP4N-Lapor!

b. Terdapat unit yang
mengelola pengaduan
dan konsultasi
pelayanan

c. Telah dilakukan
evaluasi atas
penanganan
keluhan/masukan dan
konsultasi

iv. Penilaian
Kepuasan
terhadap
Pelayanan

a. Telah dilakukan
survey kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan

b. Hasil survei
kepuasan masyarakat
dapat diakses secara
terbuka

c. Dilakukan tindak
lanjut atas hasil survei
kepuasan masyarakat

V.
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi

a. Telah menerapkan
teknologi informasi
dalam memberikan
pelayanan

b. Telah membangun
database pelayanan
yang terintegrasi

c. Telah dilakukan
perbaikan secara terus
menerus
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REFORM

MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA 1)

i. Komitmen
dalam
perubahan

a. Agen perubahan
telah membuat
perubahan yang
konkret di Instansi
(dalam 1 tahun)

- Jumlah Agen
Perubahan

- Jumlah Perubahan
yang dibuat

b. Perubahan yang
dibuat Agen
Perubahan telah
terintegrasi dalam
sistem manajemen

- Jumlah Perubahan
yang dibuat

- Jumlah Perubahan
yang telah
diintegrasikan dalam
sistem manajemen

ii. Komitmen
Pimpinan

Pimpinan memiliki
komitmen terhadap
pelaksanaan reformasi
birokrasi, dengan
adanya target capaian
reformasi yang jelas di
dokumen perencanaan

iii.
Membangun
Budaya Kerja

Instansi membangun
budaya kerja positif
dan menerapkan nilai-
nilai organisasi dalam
pelaksanaan tugas
sehari-hari

PENATAAN TATA LAKSANA (AREA 11)

i. Peta Proses
Bisnis

Telah disusun peta
proses bisnis dengan

Mempengaru | adanya

hi penyederhanaan
Penyederhan | jabatan

aan Jabatan

ii. Sistem a. Implementasi SPBE
Pemerintaha | telah terintegrasi dan
n Berbasis mampu mendorong
Elektronik pelaksanaan pelayanan
(SPBE) publik yang lebih cepat

dan efisien

b. Implementasi SPBE
telah terintegrasi dan
mampu mendorong
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pelaksanaan pelayanan
internal organisasi
yang lebih cepat dan
efisien

iii. a. Transformasi digital
Transformasi | pada bidang proses
Digital bisnis utama telah
Memberikan | mampu memberikan
Nilai Manfaat | nilai manfaat bagi unit
kerja secara optimal

b. Transformasi digital
pada bidang
administrasi
pemerintahan telah
mampu memberikan
nilai manfaat bagi unit
kerja secara optimal

c. Transformasi digital
pada bidang pelayanan
publik telah mampu
memberikan nilai
manfaat bagi unit kerja
secara optimal

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR (AREA 111)

i. Kinerja a. Ukuran kinerja
Individu individu telah
berorientasi hasil
(outcome) sesuai pada
levelnya

ii. a. Hasil assessment
Assessment telah dijadikan
Pegawai pertimbangan untuk
mutasi dan
pengembangan karir
pegawai

iii. a. Penurunan
Pelanggaran pelanggaran disiplin
Disiplin pegawai

Pegawai - Jumlah pelanggaran
tahun sebelumnya

- Jumlah pelanggaran
tahun ini

- Jumlah pelanggaran
yang telah diberikan
sanksi/hukuman

PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA IV)

i Persentase Sasaran
Meningkatny | dengan capaian 100%

a capaian atau lebih
kinerja unit -Jumlah Sasaran
kerja Kinerja
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-Jumlah Sasaran
Kinerja yang tercapai
100% atau lebih

ii. Pemberian | Hasil

Reward and Capaian/Monitoring

Punishment Perjanjian Kinerja telah
dijadikan dasar sebagai
pemberian reward and
punishment bagi
organisasi

iii. Kerangka Apakah terdapat

Logis Kinerja

penjenjangan kinerja
(Kerangka Logis
Kinerja) yang mengacu
pada kinerja utama
organisasi dan
dijadikan dalam
penentuan kinerja
seluruh pegawai?

PENGUATAN P

ENGAWASAN (AREA V)

i. Mekanisme
Pengendalian

Telah dilakukan
mekanisme
pengendalian aktivitas
secara berjenjang

ii.
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat

Persentase
penanganan

pengaduan masyarakat

- Jumlah pengaduan
masyarakat yang harus
ditindaklanjuti

- Jumlah pengaduan
masyarakat yang
sedang diproses

- Jumlah pengaduan
masyarakat yang
selesai ditindaklanjuti

iii.
Penyampaian
Laporan
Harta
Kekayaan

a. Penyampaian
Laporan Harta
Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN)

Persentase
penyampaian LHKPN

Jumlah yang harus
melaporkan

- Kepala satuan kerja

- Pejabat yang
diwajibkan
menyampaikan LHKPN

- Lainnya
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Jumlah yang sudah
melaporkan

b. Penyampaian
Laporan Harta
Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN)

Persentase
penyampaian LHKASN

Jumlah yang harus
melaporkan (ASN tidak
wajib LHKPN)

- Pejabat administrator
(eselon IlI)

- Pejabat Penawas
(eselon IV)

- Jumlah Fungsional
dan Pelaksana

Jumlah yang sudah
melaporkan

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VI)

i. Upaya
dan/atau
Inovasi
Pelayanan
Publik

a. Upaya dan/atau
inovasi telah
mendorong perbaikan
pelayanan publik pada:
1. Kesesuaian
Persyaratan

2. Kemudahan Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur

3. Kecepatan Waktu
Penyelesaian

4. Kejelasan
Biaya/Tarif, Gratis

5. Kualitas Produk
Spesifikasi Jenis
Pelayanan

6. Kompetensi
Pelaksana/Web

7. Perilaku
Pelaksana/Web

8. Kualitas Sarana dan
prasarana

9. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan

b. Upaya dan/atau
inovasi pada
perijinan/pelayanan
telah dipermudah:
1. Waktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik
yang terpadu
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3. Alur lebih
pendek/singkat

4. Terintegrasi dengan
aplikasi

-Jumlah
perijinan/pelayanan
yang terdata/terdaftar

-Jumlah
perijinan/pelayanan
yang telah dipermudah

Penanganan

Penanganan pengaduan pelayanan
Pengaduan dilakukan melalui
Pelayanan berbagai kanal/media
dan secara responsive dan
Konsultasi bertanggung jawab
HASIL

BIROKRASI YANG
BERSIH DAN
AKUNTABEL

Nilai Survey Persepsi
Korupsi (Survei
Eksternal)

Capaian Kinerja Lebih
Baik dari pada Capaian
Kinerja Sebelumnya

PELAYANAN PUBLIK
YANG PRIMA

Nilai Persepsi Kualitas
Pelayanan (Survei
Eksternal)
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BAB IlII

Pelaksanaan Pembangunan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan
Tinggi Maluku Utara (WBBM)

1. Manajemen Perubahan

Komponen pertama dalam Pembangunan

Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
adalah Manajemen Perubahan.Manajemen Perubahan ini bertujua n  mengubah secara
sistematis dan konsisten mekanisme Kkerja, pola pikir serta budaya kerja individu di Pengadilan
Tinggi Maluku Utara. Indikator dari dilaksanakan menejemen perubahan adalah:

oo o

Telah disusunnya tim kerja Pembangunan Zona Integritas;

Telah disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas;

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas;

Serta telah melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja di Pengadilan Tinggi

Maluku Utara.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Zona Integritas, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah membentuk Tim Pembangunan Zona

Integritas menuju  Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tlnggl Maluku Utara. Tim terdiri dari:

Pembina

Ketua

Koordinator Teknikal
Koordinator Operasional

AREA |- Manajemen Perubahan
Koordinator

Sekretaris / Anggota
Anggota

AREA 11 -- Penataan Tata Laksana
Koordinator

Sekretaris / Anggota

Anggota

Humuntal Pane, S.H.,M.H.
DR Jonner Manik, S.H.,M.M
Keitel von Emster, S.H.
Fatima Albaar, S.Ag.,M.H.

DR Jonlar Purba, S.H.,M.H.
Gufran Zakky, S.H.I

1. Dwi Suryanta, S.H.,M.H.
2. Nahra Husen, S.H.

3. Mahrani Balakum, S.H.
4. Bayu Indianto, A.md

Robert H Posumah, S.H.,M.H.

Ari Irwanto, S.H.

1. Aisa Hi Mahmud, S.H.,M.H.

2. Syamsudin La Hasan, S.H.,M.H.
3. Verra Lokollo, S.H.

4. Mazhrur K Wardani, A.md

5. Christopher S Salim, S.H.

6. Arkan Fadhil, A.md
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AREA 111 -- Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Koordinator . Surung Simanjuntak, S.H., M.H.
Sekretaris / Anggota . Akbar Winda Nata, A.md
Anggota : 1. Juanda Wijaya, S.H.

2. lbnu, ST.

3. Alimudin Boly, S.Ip
4. Andrean Perdana Kusuma,

AREA IV -- Penguatan Akuntabilitas

Koordinator . DR Jonner Manik, S.H.MM
Sekretaris / Anggota . Nurasih Dwi Wulandari, S.H.
Anggota 1. Ganjar Pasaribu, SH.,MH

2. Budiono, SH.,MH
3. Chairul Dahri P, S.Kom
4. Lanny Ismail, SE

AREA V- Penguatan Pengawasan

Koordinator . Siswatmono Radiantoro, S.H.
Sekretaris / Anggota : Adam Adi Pradany, SE
Anggota : 1. DR. Tirta Winata S.H,M.H..

2. M. Juanda Parisi, SH.,M.H.
3. M. lkbal Daud, SH
4. Dewi Zubaidah, ST

AREA VI -- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator . Dwi Purwadi, S.H.,M.H
Sekretaris / Anggota . Andega Havis Primerta, S.E
Anggota : 1. Abdul Kadwin, SH

2. Tuty Indayani, SE

3. Abu Dzar Alghifari, SH

4. Irbah Amjad Al Kayyisu, A.md

2. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas telah membuat Rencana Kerja Pembangunan
Zona Integritas.

3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas.

4. Perubahan pola pikir telah dilakukan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan
adanya tim agen perubahan.

5. Telah ditetapkan agen perubahan yaitu Saudara Akbar Winda Nata, A.md

Adapun dokumen yang telah ada di komponen ini adalah :

1. Dokumen pembentukan Tim Kerja;

2. Rapat Seleksi anggota Tim Pembangunan Zona Integritas;

3. Daftar hadir rapat seleksi Tim Pembangunan Zona Integritas;
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Notulen rapat seleksi Tim Pembangunan Zona Integritas;

Mekanisme pembentukan tim kerja Pembangunan Zona Integritas;

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas;

Foto, daftar hadir, notulen sosialisasi pembangunan zona integritas;

SK Role Model yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI
SK Agen Perubahan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara

©ooN A

2. Penataan Tata Laksana

Komponen kedua dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan Tata Laksana.
Penataan tata laksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses
dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Indikator dilakukannya penataan tata laksana ini  adalah: tersusunnya prosedur
operasional tetap / piranti lunak kegiatan utama, e-office, dan keterbukaan informasi
publik.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mempunyai Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tahun 2022 yang
memuat tentang SOP Kesekretariatan.Sedangkan untuk SOP Kepaniteraan, Pengadilan Tinggi
Maluku Utara berpedoman pada SOP yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaharuan Standar Operasioan Prosedur
(SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 31 Maret 2022 dan
telah diberlakukan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan SK Nomor. W28-
U/1535/HK.00/9/2022 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteran
pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 21 September 2022.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga telah mempunyai Standar Pelayanan ,. Standar
pelayanan ini sudah direview dan telah diterapkan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Dalam pelaksanaan tupoksi sehari-hari Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah
menggunakan e-office, seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), es COURT,
SIKEP  (Sistem Informasi kepegawaian), SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen
Akuntansi Barang Milik Negara), SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan
aplikasi-aplikasi lainnya untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.

&) SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
% PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

£ Edit Profile

Home  Perdata Banding 2 Pidana Anak i SPPT Laporan JadwalSidang Referensi System Pesan  Arsip Perkara

REGISTER PERKARA BANDING > PERDATA > Register Perkara

T - —

Show g5 v oentries . search: PDF

Sho 110 25 of 346 entries (filtered from 868 total entr 3 5 14

DT TR T T T TR T T

Pembanding
YUFIANUS MALIONG

1 TOBELO 86/Pdt.G/2022/PN TOB Perceraian 15 Feb. 2023 9/PDT/2023/PTTTE Persidangan
Terbanding
Hellen CH Aralaha

pembanding
HL MASIDINGO KARIM

NURBAYA A. RASID

32/Pdt.G/2022/PN Tte

2 TERNATE Terbanding
HL IBRAHIM BUKA
L oad Time : 0.0156 Sec.[Memory Available: 5048M|Memory Usage : 4.1MB Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

Perbuatan Melawan Hukum 01 Feb.2023 | 8/PDT/2023/PT TTE [ e O,
snggs eb. 20

Dalam hal keterbukaan informasi publik, melalui situs https://www.pt-
malukutara.go.id/, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan keterbukaan informasi
publik. Masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi terkait Pengadilan Tinggi Maluku
Utara.
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A MAHKAMAH AGUNG REPUBLK INDONESIA
'i‘i % PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA w2z
oy & Hopulaus

SELAMAT DATANG

PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA

3. Penataan Manajemen Sistem Sumber Daya Manusia (SDM)

Komponen ketiga dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan Sistem
Manajemen SDM. Penataan Sistem Manajemen SDM ini bertujuan untuk meningkatkan
profesionalisme SDM  di  Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Dalam penataan SDM,
Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan beberapa hal penting yang mendukung
terlaksananya pembangunan zona integritas, yakni:

Merencanakan kebutuhan pegawai yang mengacu pada kebutuhan;
Mengembangkan pola mutasi internal;

Melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi;

Melakukan penetapan kinerja individu;

Menegakkan aturan disiplin/ etika;

Serta mengembangkan sistem informasi pegawai.

Dalam komponen tiga ini, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah memenuhi beberapa
dokumen yakni:

NoabkowhE
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Perihal Dokumen
1. Merencanakan Kebutuhan Pegawai

yang mengacu pada Kebutuhan a. Analls_a Beban !(erja

b. Mutasi Pegawai
C. Monev Mutasi Pegawai
d. Monev atas Mutasi Internal

2. m::rgr?;]bangkan Pola Mutasi a. SK Tim Baperjakat
b. SK Pola Mutasi dan Promosi
C. Monev Tim Baperjakat

3. mg:x;?rgei%ggsrggmsgﬂ%? a. Dokumen Training Need Analysi_s

untuk pengembangan kompetensi.

b. Dokumen rencana pengembangan

kompetensi pegawai dengan
mempertimbangkan hasil pengelolaan
kinerja pegawai.

C. Dokumen kesenjangan antara
kompetensi pegawai dengan standar
kompetensi jabatan.

d. Surat Pengusulan Diklat

€. Surat Pemanggilan Diklat yang
dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi
Maluku Utara kepada Aparatur Se-
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Maluku Utara

f. Laporan monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja.

4 !\/Ie!a!<uk_an penetapan kinerja a. Dokumen Penetapan kinerja individu

individu; yang terkait dengan kinerja organisasi.

b. Dokumen ukuran kinerja individu
dengan indikator kinerja individu level
diatasnya.

C. Dokumen kinerja individu secara
periodik.

d. Dokumen hasil penilaian kinerja
individu sebagai dasar untuk pemberian

reward.
5 E(te_nkegakan Aturan Disiplin/Kods a. Kode Etik Hakim, Panitera. Dan
! Pegawai

Sosialisasi Aturan Kedisiplinan
SK Petugas Absensi
Daftar Hadir Apel

. Tangkapan Layar Update Data SIKEP

6. Sistem Informasi Kepegawaian

» 20T

4. Penguatan Akuntabilitas

Komponen keempat dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penguatan
Akuntabilitas. Penguatan Akuntabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Untuk menguatkan akuntabilitas, maka pimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
terlibat secara langsung dalam penyusunan Perencanaan seperti penyusunan RKA-
KL, RKT dan Rencana Strategis. Pimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga terlibat
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secara langsung dalam penyusunan penetapan Kinerja. Selanjutnya pimpinan Pengadilan
Tinggi Maluku Utara pun memantau pencapaian kinerja secara berkala.

Dalam mengelola akuntabilitas, Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah mempunyai
dokumen perencanaan, seperti dokumen RKA-KL Dalam menetapkan perencanaannya,
rencana telah disusun dengan berorientasi pada hasil.

—:, | PENGADILAN TINGGI
&) MALUKU UTARA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

LAPORAN KINERJA /5 o)

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) (& * a3
TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA | =~ i,
o o)

Selanjutnya, untuk menguatkan Akuntabilitas Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah
menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Spesific, Measureable, Aggresive, Realistic,
and Time Bound (SMART). Selanjutnya Laporan Kinerja disusun sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Maluku Utara
dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya
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5. Penguatan Pengawasan

Komponen kelima dalam pembangunan Zona Integritas adalah Penguatan
Pengawasan. Penguatan Pengawasan ini bertjuan untuk meningkatkan Kualitas Pengawasan
dan Penilaian pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Maluku
Utara. Indikator untuk pengukuran pencapaian: Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan
Masyarakat via Whistle Blowing System.

a. Pengendalian Gratifikasi

Untuk mengendalikan gratifikasi, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah
melakukan Public Campaign mengenai gratifikasi, yakni melalui kegiatan
pembagian sticker, situs website Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dan
banner.

\
m-u maturargeie (1) ensacan ol mauks ua © evmam () sunsanian wogn ma oka viara onmant ) @mesia pimatat
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s . MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
H ‘@ © PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA WaC'| @

JI. Bhayangkara, Oba Utara - Sofifi, Kota Tidore Kepulauan
R ' ptsp.ptmalut@gmail.com

ANDA MEMASUKI

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
dan
WILAYAH BIROKRASI BERSIH dan MELAYANI (WBBM)

GRATIFIKASI 1!

@ # BERANDA .all INFORMAS| CEPAT

b. Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS)

Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan sosialisasi Pengaduan
Masyarakat. Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga sudah mempunyai akun
aplikasi Whistle Blowing System Mahkamah Agung dan aplikasi LAPOR
KemenPan-RB.

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ALogin # Registrasi

SIWAS V.30 - ©2018

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komponen keenam dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Untuk itu
Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menyusun Standar Pelayanan, Pengadilan Tinggi
Maluku Utara juga telah melaksanakan pelayanan yang terintegrasi yang disebut PTSP
(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dimana para pihak pencari keadilan akan dilayani mulai dari
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pendaftaran perkara banding, pojok e-court, dan laporan pengaduan sehingga dengan adanya
PTSP ini para pencari keadilan tanpa harus kesulitan dalam pengurusan perkaranya di
Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Di Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga dilengkapi
fasilitas penunjang pelayanan untuk disabilitas , diantaranya kursi roda, guiding block (jalur
disabilitas), huruf braille, kamar kecil difabel serta parkir khusus untuk difabel.
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Pengadilan Tinggi Maluku Utara setiap 3 (tiga) bulan melakukan survey layanan kepuasan
untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh
Pengadilan Tinggi Maluku Utara, serta melakukan survey persepsi anti korupsi untuk
mengetahui serta mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan yang
mana hasil dari survey-survey tersebut akan di-publish di website Pengadilan Tinggi Maluku
Utara.

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN LAPORAN
DI PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

TRIWULAN IV TAHUN 2022

me ;m
- o)
ol

Lihat Video Lainnya

HASIL SURVEI PERSEPSI
ANTI KORUPSI

Responden

Berita Terbaru o e b anra | e T o
Pendidikan SD :0 Orang

SMP  :0 Orang
SMA 13 Orang
Dl :4 Orang

: ] s1

Pengantar Alih Tugas Peg... s2 igg:x
03 Februari 2023
HASIL SURVEI KEPUASAN
PELANTIKAN DAN PENGA... MASYARAKAT
Pengantar Alih Tugas Pegawai Pengadilan Tinggi Maluku Utara [JEESSHIEUPIPE A Jmthe’p‘_’:zd::"
. i L OKT2022-DES2022 | Janis Ketamin : Le1 - P24
Sofifi, 2 Februari 2023. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, YM Pendidikan SD  :0 Orang
Bapak Humuntal Pane, S.H., M.H. memimpin kegiatan Pengantar Alih PELANTIKAN DAN PENGA... 3 80 Holl g
Tugas 5 Pegawa.. (Ssenciapna 1 Januari 2023 ’ o liBoms
s2 -8 Orang

@

Keaiatan Terbaru
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BAB IV
Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas

Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan penilaian mandiri
pembangunan zona integritas. Penilaian mandiri ini bertujuan untuk:

1. Memudahkan Mahkamah Agung dalam menyediakan informasi mengenai
perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas dan upaya-upaya perbaikan
yang perlu dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

2. Menyediakan data/informasi bagi Mahkamah Agung dalam rangka menyusun
profil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Mahkamah Agung.

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas mencakup penilaian terhadap dua
komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh upaya
yang dilakukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam menjalankan fungsinya, sedangkan
hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat
antara komponen pengungkit dan komponen hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi
Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui inovasi dan pembelajaran, dimana proses perbaikan
ini akan meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara berkelanjutan.
Komponen pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas, sedangkan komponen hasil
berhubungan  dengan kepuasan para pemangku kepentingan.  Hasil penilaian mandiri
pembangunan zona integritas Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
tahun : 2023

PENILAIAN Keterangan

01
.0 Manajemen
0 Perubahan 4 4 100,00%
Penyusunan
i Tim Kerja 0,5 0,5 100,00%
Ya, Tim kerja ZI PT Maluku Utara
telah dibentuk dengan SK terbaru
KPT Nomor W28-
a. Unit kerja U/4/KP.04.5/1/2022 Tanggal 3
telah Januari 2022 dan SK tersebut juga
membentuk tim telah di update untuk tahun 2022.
untuk https://drive.google.com/drive/fold
melakukan ers/13xfkPtG11BeXSciA8CYLEQ
pembangunan QeMomRtoGm?usp=sharing

Zona Integritas YA 1 Evidence



b. Penentuan

anggota Tim

dipilih melalui

prosedur/meka

nisme yang

jelas A 1
Rencana

Pembangunan

Zona Integritas 1 1

a. Terdapat

dokumen

rencana kerja

pembangunan

Zona Integritas

menuju

WBK/WBBM YA 1

b. Dalam

dokumen

pembangunan

terdapat target-

target prioritas

yang relevan

dengan tujuan

pembangunan

WBK/WBBM A 1

c. Terdapat

mekanisme

atau media

untuk

mensosialisasik

an

pembangunan

WBK/WBBM A 1
Pemantauan

dan Evaluasi

Pembangunan

WBK/WBBM 1 1

a. Seluruh

kegiatan

pembangunan

sudah

dilaksanakan

sesuai dengan

rencana A 1

100,00%

100,00%

Ya, Penentuan Anggota Tim Zona
Integritas Pengadilan Tinggi
Maluku Utara telah melalui
prosedur dan mekanisme yang
Jelas.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/117uXHIUCXNAO4XMjLk78k
yFMrUvfXdxp?usp=sharing

Evidence

Ya, PT Maluku Utara telah miliki
rencana kerja ZI melalui SK KPT
Nomor. W28-U/1/KP.01.1/1/2022
Tanggal 3 Januari 2022.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/12QnLNP4fs_aEmHtuSgVZzZv
TE17HDWaDWx?usp=sharing

Evidence

Ya, PT Maluku Utara telah
memiliki target-target prioritas
yang relevan dengan tujuan
Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM
https://drive.google.com/drive/fold
ers/12WQRQmMSgNFtVk4awDDM
w589WVd_wGryoM?usp=sharing

Evidence

Ya, Terdapat beberapa media
untuk mensosialisasikannya,
diantaranya yaitu : Rapat ZI,
Website, Spanduk/Banner, Public
Campaign, Buku, Media Massa
dan Media Sosial (Youtube,
Twitter, Tiktok, 1G, Facebook).
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1-

n35pXEAbY XRs5xSKaqwSz1V1g
90Dj4dv?usp=sharing

Evidence

Ya, Semua Kegiatan
Pembangunan Zona Integritas
Pada Pengadilan Tinggi Maluku
Utara telah dilaksanakan sesuai
dengan rencana. Terdapat SK
Penetapan Rencana Kerja dalam
satu tahun 2022 serta ada
pemantauan pengumpulan eviden /
laporan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1-LkiHQloX-
XYtI5Be_tOjcE_ZRVhiC6j?usp=s
haring

Evidence
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b. Terdapat
monitoring dan
evaluasi
terhadap
pembangunan
Zona Integritas

¢. Hasil
Monitoring dan
Evaluasi telah
ditindaklanjuti
Perubahan pola
pikir dan
budaya kerja

a. Pimpinan
berperan
sebagai role
model dalam
pelaksanaan
Pembangunan
WBK/WBBM

b. Sudah
ditetapkan agen
perubahan

A 1
A 1
15 15
YA 1
A 1

100,00%

Ya, Semua monitoring dan
evaluasi tim internal atas persiapan
dan pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM pada Pengadilan
Tinggi Maluku Utara telah
ditindaklanjuti.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/12_9aw4RfSOTsBYDffQfZM
g8jfRkgJHdB?usp=sharing
Evidence

Ya, Semua monitoring dan
evaluasi tim internal atas persiapan
dan pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM pada Pengadilan
Tinggi Maluku Utara telah
ditindaklanjuti.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/12_9aw4RfSOTsBYDffQfZM
g8jfRkgJHdB?usp=sharing
Evidence

Ya, Pimpinan Pengadilan Tinggi
Maluku Utara telah berperan
banyak dalam berbagai macam
kegiatan diantaranya adalah
pelatihan, pembinaan, mengajak
untuk patuh kepada Hakim dan
pegawai agar mengisi LHKPN dan
LHKASN sebelum batas akhir
pelaporan maupun pembangunan
mental dan rohani dalam rangka
Pelaksanaan Pembangunan WBK /
WBBM yang diwujudkan dalam
kerja bakti dan pelaksanaan ibadah
mingguan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/13otx4VdeJLOUDVXcKLILTi
HwwT jzZZkK?usp=sharing

Evidence

Ya, Agen perubahan sudah
ditetapkan Tim Pemilihan Agen
Perubahan, dipilih melalui
prosedur yang jelas dan hasilnya
ditetapkan sebagai Agen
Perubahan terpilih melalui SK
KPT Maluku Utara Tentang
Penetapan Agen Perubahan. Dan
juga ditetapkannya Pedoman
Pemberian Sanksi dan Reward
bagi ASN di lingkungan Pengalan
Tinggi Maluku Utara.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1-XCajekQL_xyl1DR_wiJRt2-
myHB8CT 1k5?usp=sharing

Evidence
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02

c. Telah
dibangun
budaya kerja
dan pola pikir
di lingkungan
organisasi

d. Anggota
organisasi
terlibat dalam
pembangunan
Zona Integritas
menuju
WBK/WBBM

.0 Penataan
0 Tatalaksana

Prosedur
Operasional
Tetap (SOP)
Kegiatan
Utama

a. SOP
mengacu pada
peta proses
bisnis instansi

b. Prosedur
operasional
tetap (SOP)
telah
diterapkan

3,5

3

1

85,71%

100,00%

Ya, Pengadilan Tinggi Maluku
Utara telah melaksanakan
pembangunan budaya kerja dan
pola pikir melalui berbagai macam
kegiatan diantaranya kegiatan
keagamaan, Penegakan Disiplin
Kerja dan juga Sosilisasi serta
Monev Perma 6, 7 dan 8 Tahun
2016.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1-
WU3fijt3inLwQIC6ZKfZseMflws
T4WIk?usp=sharing

Evidence

Ya, Seluruh Jajaran pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
telah terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas, dibuktikan dengan
berbagai macam kegiatan, seperti
berperan aktif sebagai Tim
Pembangunan Zona Integritas PT
Maluku Utara dalam berbagai
Area, Penanda tanganan Pakta
Integritas, Pencanangan ZI, Public
Campaign dan Lain - Lain.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/13kpkcSI5PbR2xMD5FMaey-
vW9023j700?usp=sharing

Evidence

Semua SOP telah mengacu pada
peta bisnis dan telah melakukan
inovasi dalam bentuk reviu SOP
untuk percepatan penyelesaian
perkara jauh lebih cepat dari
penetapan dalam Surat Edaran MA
R1 Nomor 2 tahun 2014.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1IFbOBBOykpU8JoPFybN1fXz
XTSErBppkD?usp=sharing

Evidence

Inovasi dalam bentuk reviu SOP
untuk percepatan penyelesaian
perkara telah diterapkan dan sesuai
dengan SOP tersebut.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/IGWXJI7bdLIOZ5PUzY X0O2
CFM4HQ _I'YsE1?usp=sharing

Evidence
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c. Prosedur
operasional
tetap (SOP)
telah dievaluasi
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE)

a. Sistem
pengukuran
kinerja unit
sudah
menggunakan
teknologi
informasi

b.
Operasionalisas
i manajemen
SDM sudah
menggunakan
teknologi
informasi

15

0,5

0,5

75,00%

Seluruh SOP utama telah
dievaluasi dan dilakukan
perbaikan dan perubahan ke arah
yang lebih baik untuk
meningkatkan kinerja khususnya
yang terkait dengan core bisnis.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/IHTpiZGESGEz8fXEUOBI_lsq
XiyvpgT7W?usp=sharing

Ya, Sistem Pengukuran Kinerja
Penanganan Perkara pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
telah menggunakan Aplikasi SIPP.
Aplikasi SIPP sudah diterapkan
secara efektif di Pengadilan Tinggi
Maluku Utara bisa mempercepat
proses penyelesaian perkara dan
juga memastikan bisa sampai ke
pengadilan pengaju atau para
pencari keadilan tepat waktu. Dan
pemantauan Kinerja pada Aplikasi
SIPP bisa dilihat/diakses dari
Aplikasi SIPAPU. Sedangkan
Pengukuran Kinerja pada Pegawai
telah menggunakan PKP
(Penilaian Kinerja Pegawai).
https://drive.google.com/drive/fold
ers/IHLte9Mi-cUb-
OL3SI327tjyquDEZG2CG?usp=sh
aring

Ya, Operasionalisasi Manajemen
SDM pada Pengadilan Tinggi
Maluku Utara telah menggunakan
aplikasi Sistem Informasi
Kepegawaian (SIKEP) dan Sistem
Informasi Kepegawaian (SIKEP)
ini adalah sebuah fasilitas yang
mendukung dan meningkatkan
kualitas informasi kepegawaian
pada sebuah pengadilan secara
cepat dan berkualitas. Ada pula
Aplikasi Simari / LLK guna
memantau kinerja harian dari pada
ASN yang bertugas di wilayah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
Dan juga ada aplikasi
KOMDANAS (Komunikasi Data
Nasional) yang berfungsi sebagai
media penyimpanan dan database
sentral berisi data-data aset,
kepegawaian, keuangan, dan
remunerasi pegawai.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1HLte9Mi-cUb-
OL3SI327tjyquDEZG2CG?usp=sh
aring
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¢. Pemberian

pelayanan

kepada publik

sudah

menggunakan

teknologi

informasi A 1

d. Telah

dilakukan

monitoring dan

dan evaluasi

terhadap

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

pengukuran

kinerja unit,

operasionalisas

i SDM, dan

pemberian

layanan kepada

publik A 1
Keterbukaan

Informasi

Publik 0,5 0,5

100,00%

Ya, Pemberian pelayanan publik
pada Pengadilan Tinggi Maluku
Utara telah menggunakan
teknologi informasi dalam aplikasi
e-Court, Siwas, Aplikasi PTSP,
Aplikasi SIPP dan teknologi
informasi pada Pengadilan Tinggi
Maluku Utara ini bertujuan untuk
memudahkan para pencari
keadilan untuk mengakses
informasi maupun hal-hal yang
berkaitan dengan tugas sehari-hari
pada Pengadilan Tinggi Maluku
Utara contoh aplikasi SIWAS
dimana pada aplikasi SIWAS ini
adalah aplikasi pengaduan yang
disediakan dan aplikasi SIWAS ini
mengatur pula tentang tata cara
melapor dan panduan tentang
pelaporan. Ada pula Aplikasi
Ecourt untuk Pendaftaran Perkara
Secara, Mendapatkan Taksiran
Panjar Biaya Perkara, Pembayaran
dan Pemanggilan yang dilakukan
dengan saluran elektronik dan
secara daring. Dan juga beberapa
aplikasi inovasi pelayanan publik
lainnya, yaitu E-advokat, E-
persuratan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/IHaSBHAQVhCt_NC2tFK5q1
eRFg8RPObT-?usp=sharing

Ya, Telah dilakukan monitoring
dan evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi Informasi dalam
pengukuran Kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada public,
dibentuk Satgas khusus (Satgas
SIPP, Satgas PTSP, dll) yang
memonitor dan memastikan
pelayanan kepada masyarakat pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
berjalan efektif dan terlayani
dengan baik dan rutin setiap bulan
dilakukan Monev dan segera
dilakukan tindak lanjutnya.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/IGCpULKIEFr83UusdDam4g
Vt3S0dA1LUU?usp=sharing
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a. Kebijakan

tentang

keterbukaan

informasi

publik telah

diterapkan A 1

b. Telah
dilakukan
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
keterbukaan
informasi
publik A 1
Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur 5 5
Perencanaan
Kebutuhan
Pegawai sesuai
dengan
Kebutuhan 0,2
i Organisasi 0,25

a. Kebutuhan
pegawai yang
disusun oleh
unit kerja
mengacu
kepada peta
jabatan dan
hasil analisis
beban kerja
untuk masing-
masing jabatan YA 1

(6]

b. Penempatan

pegawai hasil

rekrutmen

murni mengacu

kepada

kebutuhan

pegawai yang

telah disusun

per jabatan A 1

100,00%

100,00%

Ya, Kebijakan tentang
keterbukaan informasi publik pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
sudah diterapkan sesuai dengan
SK KMA 1-144 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan
diantaranya melalui Papan
Pengumuman di PT Maluku Utara,
melalui Website maupun medsos
PT Maluku Utara dan pelayanan
informasi di PTSP kepada
masyarakat pencari keadilan,
mahasiswa yang meminta
informasi kepada PT Maluku
Utara.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/IH3VYhi3ZF5 wll7YjGzsuT
MV c5DkwGeq?usp=sharing

Ya, Pengadilan Tinggi Maluku
Utara telah melakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi
public dan salah satunya dengan
dibetuknya Satgas SIPP dan
Hakim Pengawas PTSP.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1GCpULKIEFr83UusdDam4g
Vt3S0dA1LUU?usp=sharing

Ya, Kebutuhan pegawai yang
disusun oleh unit kerja Pengadilan
Tinggi Maluku Utara telah
mengacu kepada peta jabatan dan
hasil analisis beban kerja untuk
masing-masing jabatan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1LaNpgis_ruHwbNh-
ey0OyGEIKp42urdX?usp=share_|
ink

Evidence

Ya, Semua penempatan pegawai
hasil rekrutmen Pengadilan Tinggi
Maluku Utara telah murni
mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun per
jabatan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1jyk5Fli-

Cq6r2Jjth81X AJIKEVYp12EI?usp
=share_link

Evidence
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c. Telah
dilakukan
monitoring dan
dan evaluasi
terhadap
penempatan
pegawai
rekrutmen
untuk
memenuhi
kebutuhan
jabatan dalam
organisasi telah
memberikan
perbaikan
terhadap
kinerja unit
kerja

Pola Mutasi
Internal

a. Dalam
melakukan
pengembangan
karier pegawai,
telah dilakukan
mutasi pegawai
antar jabatan

b. Dalam
melakukan
mutasi pegawai
antar jabatan
telah
memperhatikan
kompetensi
jabatan dan
mengikuti pola
mutasi yang
telah
ditetapkan

c. Telah
dilakukan
monitoring dan
evaluasi
terhadap
kegiatan mutasi
yang telah
dilakukan
dalam
kaitannya
dengan
perbaikan
Kinerja

Pengembangan
Pegawai

0,5

1,25

YA

YA

YA

1

0,5

100,00%

100,00%

Ya, Sudah dilakukan monitoring
dan dan evaluasi terhadap
penempatan pegawai secara
berkala. Rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan jabatan
dalam organisasi telah
memberikan perbaikan terhadap
kinerja unit kerja serta telah
dilakukan pula monev jobdesc
setiap tenaga kontrak, pegawai
maupun Hakim pada Pengadilan
Tinggi Maluku Utara setiap bulan
sesuai SK Jobdesc dan dievaluasi
pada rapat evaluasi kinerja
bulanan (pleno).
https://drive.google.com/drive/fold
ers/AINSZV3CD7-e0u--
3p1lkOudmnBABBaHxif?usp=shar
e_link

Evidence

Ya, Telah Dilakukan mutasi
pegawai antar jabatan pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
sebagai wujud dari pengembangan
karier pegawai.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1im-
0VF44e2xfzNA_UPIJEM1IRRWO
vmOfy?usp=share_link

Evidence

Ya, Semua mutasi pegawai antar
jabatan pada Pengadilan Tinggi
Maluku Utara telah
memperhatikan kompetensi
jabatan dan dianalisa kemudian
ditetapkan dalam rapat Tim
Baperjakat.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1EkHoL6-
U4nyk1kQcZBuwEhbOi-Wg-
1BR?usp=share_link

Evidence

Ya, Sudah dilakukan monitoring
dan evaluasi terhadap kegiatan
mutasi yang telah dilakukan dalam
kaitannya dengan perbaikan
kinerja (Dokumen Rapat Evaluasi
Baperjakat).
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1Li7Tmfxvx8nlULfKIDys1142
63S0EKSW1?usp=share_link

Evidence
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Berbasis
Kompetensi

a. Unit Kerja
melakukan
Training Need
Analysis Untuk
pengembangan
kompetensi

b. Dalam
menyusun
rencana
pengembangan
kompetensi
pegawai, telah
mempertimban
gkan hasil
pengelolaan
Kinerja
pegawai

c. Tingkat
kesenjangan
kompetensi
pegawai yang
ada dengan
standar
kompetensi
yang
ditetapkan
untuk masing-
masing jabatan

d. Pegawai di
Unit Kerja
telah
memperoleh
kesempatan/ha
k untuk
mengikuti
diklat maupun
pengembangan
kompetensi
lainnya

e. Dalam
pelaksanaan
pengembangan
kompetensi,
unit kerja
melakukan
upaya

YA

Ya, Sudah dilakukan Training
Need Analysis Untuk
pengembangan kompetensi pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/leH6NagEtPeBh5Izr6 DDkswP
gALt5nkWC?usp=share_link

Evidence

Ya, Semua rencana pengembangan
kompetensi pegawai pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
telah mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1p018B81B8jA2iSQBahmbPk
00glL4u78X?usp=share_link

Evidence

Persentase kesenjangan
kompetensi pegawai pada
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
dengan standar kompetensi yang
ditetapkan sebesar &It;25%.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/liozwyE-
jzDS05njU3NQXICdeYgVI16S4x?
usp=share_link

Evidence

Ya, Seluruh pegawai di Unit Kerja
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
telah memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi
lainnya dengan mengajukan
pengusulan untuk mengikuti
Diklat Teknis dan non Teknis,
mengikuti pelatihan yang
diperintahkan dari Badan Litbang
dan Diklat. Dan PT Maluku Utara
juga mengadakan Bimtek
tersendiri baik untuk teknis
maupun Non teknis bagi pegawai
di wilayah hukum PT Maluku
Utara.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/15xzf151nr3GkZC85 VVG5A
9RCJjErcaT?usp=share_link

Evidence

Ya, Unit kerja Pengadilan Tinggi
Maluku Utara telah melakukan
upaya pengembangan kompetensi
kepada pegawai.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gN8Y8oCcwlQqz2UxzMPJ3
NPorfl6l-90?usp=share_link
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pengembangan
kompetensi
kepada
pegawai
(seperti
pengikutsertaan
pada lembaga
pelatihan, in-
house training,
coaching, atau
mentoring)

f. Telah
dilakukan
monitoring dan
evaluasi
terhadap hasil
pengembangan
kompetensi
dalam
kaitannya
dengan
perbaikan
Kinerja
Penetapan
Kinerja
Individu

a. Terdapat
penetapan
kinerja
individu yang
terkait dengan
perjanjian
Kinerja
organisasi

b. Ukuran
Kinerja
individu telah
memiliki
kesesuaian
dengan
indikator
Kinerja
individu level
diatasnya

¢. Pengukuran
kinerja
individu
dilakukan
secara periodik

d. Hasil
penilaian
Kinerja
individu telah
dijadikan dasar
untuk
pemberian
reward

YA

2

100,00%

Evidence

Telah dilakukan monev terhadap
pengembangan kompetensi
pegawai secara berkala.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1zXXJFjJ4nAxaOBUJI59k0OU
00M8ac3gN4?usp=share_link

Evidence

Penetapan Kinerja Individu
dituangkan dalam Penetapan
Kinerja Tahunan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1Y0JzcP2dBj8NQugTwvNU _
RmO7afH5050?usp=share_link

Evidence

Seluruh ukuran kinerja individu
telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level
diatasnya.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1FV50sFseeQl_10Zjt63Tkzx
Ds8BUIns8?usp=share_link

Evidence

Pengukuran kinerja individu
dilakukan secara bulanan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1QrPX01vxJCubx7jrél4Tsmel
SKRd3b3z?usp=share_link

Evidence

Hasil penilaian kinerja individu
pada Pengadilan Tinggi Maluku
Utara telah dijadikan dasar melalui
pemberian reward sebagai ASN
Teladan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/10QJPkjCZvjKMbgZco gJQ
HNusmnpz0QS?usp=share_link

Evidence
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04

Penegakan
Aturan
Disiplin/Kode
Etik/Kode
Perilaku
Pegawai

a. Aturan
disiplin/kode
etik/kode
perilaku telah
dilaksanakan/di
implementasika
n

Sistem
Informasi
Kepegawaian

a. Data
informasi
kepegawaian
unit kerja telah
dimutakhirkan
secara berkala

.0 Penguatan
0 Akuntabilitas

Keterlibatan
Pimpinan

a. Unit kerja
telah
melibatkan
pimpinan
secara
langsung pada
saat
penyusunan
perencanaan
b. Unit kerja
telah
melibatkan
secara
langsung
pimpinan saat
penyusunan
penetapan
Kinerja

¢. Pimpinan
memantau
pencapaian
kinerja secara
berkala
Pengelolaan
Akuntabilitas
Kinerja

0,75

0,25

2,5

2,5

5

2,5

2,5

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Unit kerja Pengadilan Tinggi
Maluku Utara telah
mengimplementasikan seluruh
aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku yang ditetapkan
organisasi.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1QbH8X5PB4JPIfpN4AwW110
kaOPgvwFIrC?usp=share_link

Evidence

Data informasi kepegawaian unit
kerja telah dimutakhirkan secara
bulanan dan setiap ada perubahan
data pegawai.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1kf4zuOgSOJI_SbAiL_gMR5
0gAHLEY 16h?usp=share_link

Evidence

Ya, pimpinan terlibat dalam
seluruh tahapan penyusunan
perencanaan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/15WayD_runO0qglZnXLNfzzd
SnJzYgwNvH?usp=share_link

Ya, pimpinan terlibat dalam
seluruh tahapan penyusunan
perjanjian Kinerja.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/12F7u3WIC7x_3wdsVzxmsXi
kOKZnwxlol?usp=share_link

Ya, pimpinan terlibat dalam
seluruh pemantauan pencapaian
kinerja dan menindaklanjuti hasil
pemantauan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/laNosTnCY36rdshEfwnGZ3jv
uo77xEFpr?usp=share_link
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a. Dokumen
perencanaan
Kinerja sudah
ada

b. Perencanaan
Kinerja telah
berorientasi
hasil

c. Terdapat
penetapan
Indikator
Kinerja Utama
(IKU)

d. Indikator
Kinerja telah
telah
memenuhi
kriteria
SMART

e. Laporan
Kinerja telah
disusun tepat
waktu

f. Laporan
Kinerja telah
memberikan
informasi
tentang kinerja
g. Terdapat
sistem
informasi/meka
nisme
informasi
kinerja

h. Unit kerja
telah berupaya
meningkatkan
kapasitas SDM
yang
menangangi
akuntabilitas
Kinerja

.0 Penguatan
0 Pengawasan

Pengendalian
Gratifikasi

7,5

YA

YA

YA

YA

YA

7,5

1,5

100,00%

100,00%

Dokumen perencanaan kinerja
lengkap.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1jCCD5iaUio6b254QtnB5AqL
qlZojSzxL?usp=share_link

Ya,perencanaan Kinerja telah
berorientasi hasil.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/10d28YgPE8Ap-X1giiFl-
8g1Y 3iN6mfuw?usp=sharing

IKU telah tersedia.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1sIE8xD0apci2GR6MHTNCEXx
POCfM8G2uD?usp=share_link

Indikator kerja teah SMART.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/13k5KnhACGg7Z8EAtJIN6M
SiogNRsVywQ?usp=share_link
Laporan kinerja telah disusun tepat
waktu
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1qapTVVw7ilGO6VuleGhFY
HMzDmeoQvh?usp=share_link

Laporan kinerja telah memberikan
informasi tentang kinerja
https://drive.google.com/drive/fold
ers/10vghdPIKYNAjOUNMXYTr-
CHD3knx7TKyD?usp=share_link
Terdapat sistem
informasi/mekanisme informasi
Kinerja
https://drive.google.com/drive/fold
ers/158IAw2HIVz2cGoZxVVO5u-
JCEezlrrrTY?2usp=share_link

Unit kerja telah meningkatkan
kapasitas SDM yang menangangi
akuntabilitas kinerja
https://drive.google.com/drive/fold
ers/AINjQPqVgg09x3ZkNXDZ7tC
TC6Ku-Pjtjt?usp=share_link
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a. Telah
dilakukan
public
campaign
tentang
pengendalian
gratifikasi

b.
Pengendalian
gratifikasi telah
diimplementasi
kan

Penerapan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(SPIP)

a. Telah
dibangun
lingkungan
pengendalian
b. Telah
dilakukan
penilaian risiko
atas
pelaksanaan
kebijakan

c. Telah
dilakukan
kegiatan
pengendalian
untuk
meminimalisir
risiko yang
telah
diidentifikasi

15

1,5

100,00%

Public Campaign dilakukan secara
berkala dengan pemasangan
banner yang dipasang di ruang
PTSP, sosialisasi / diupload di
website, medsos (youtube,
facebook, instagram, tiktok,
twitter) Pengadilan Tinggi Maluku
Utara, maupun dilaksanakan
secara langsung ke lapangan
diberbagai tempat yang strategis,
bandara, pelabuhan, dan lain-lain.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/16kT1Ka2smKv1bAhXHY-
hdxSY-IbRHR9v?usp=share_link
Implementasi dilakukan dengan
pembentukan Tim Pengendalian
Gratifikasi, Monitoring dan
Evaluasi, maupun dalam bentuk
inovasi pembuatan aplikasi
pemutar audio anti gratifikasi yang
diputar secara berkala ke seluruh
ruangan dalam area Pengadilan
Tinggi Maluku Utara, yang dapat
didengar oleh seluruh pegawai
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
maupun masyarakat pencari
keadilan yang sedang berada
dilingkungan Pengadilan Tinggi
Maluku Utara.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/16kT1Ka2smKvlbAhXHY -
hdxSY-IbRHR9v?usp=share_link

Pengendalian dilakukan dengan
membuat SK dan menunjuk tim
satgas penyelenggaraan SPIP
sesuai karakteristik unit kerja.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1hxfa7JejlspbopYobxB_LnI8B
7L44S0h?usp=share_link

Bahwa Pimpinan Pengadilan
Tinggi telah melakukan penilaian
Manajemen Resiko
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1iw3JOgcNAgXKY IgFRBVZrl
rJ5Ms2dLWY ?usp=share_link

Kegiatan yang telah dilakukan
adalah sosialisasi penanganan
kebakaran
https://drive.google.com/drive/fold
ers/170zHKmyGvy5-BT5R-
zHggpLsDISMLBRJ?usp=share_|
ink
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d. SPI telah
diinformasikan
dan
dikomunikasik
an kepada
seluruh pihak
terkait

Pengaduan
Masyarakat

a. Kebijakan
Pengaduan
masyarakat
telah
diimplementasi
kan

b. pengaduan
masyarakat
dtindaklanjuti

c. Telah
dilakukan
monitoring dan
evaluasi atas
penanganan
pengaduan
masyarakat

d. Hasil
evaluasi atas
penanganan
pengaduan
masyarakat
telah
ditindaklanjuti
Whistle-
Blowing
System

a. Whistle
Blowing
System telah
diterapkan

SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada seluruh
pihak terkait.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/AMH3A9PHLEfKsp6xXEj29t
owQnWKIEkVb?usp=share_link

Pengaduan masyarakat di
implementasikan dengan Sistem
Siwas, SMS Pengaduan, Aplkasi
Lapor, Meja PTSP bagian
Pengaduan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/lueYH5rllj_AXQcHUe8ebw;j
NPbk82pvcV?usp=share_link
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
telah menindaklanjuti pengaduan
masyarakat
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1q56SQ1usUIWEBUSMVa-
YWQqv5jHEX5Y Bk?usp=share_lin
k

Pengadilan Tinggi rutin setiap
bulan melakukan rapat evaluasi
bulanan terkait keperluan / kendala
dari semua bidang termasuk
bagian pelayanan pengaduan
masyarakat.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1eCq7nDDQpk52ea8XPUn9de
UP7IVdKIIx?usp=share_link
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
telah menindaklanjuti hasil
evaluasi pengaduan dengan
mensosialisasikannya kepada
pihak terkait.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1kGAlkdMKSxvdCURKAVR
cVYtXE3_HIPMM?usp=share_lin
k

Ya, Sudah di internalisasikan
melalui SK Pembentukan Tim dan
kegiatan monev ataupun sosialisasi
whistle blowing system melalui
banner yang ditempatkan di ruang
PTSP.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1DS1waH53LFRd2Ehx9Fo-
KssJ8shgozZzZd?usp=share_link
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b. Telah
dilakukan
evaluasi atas
penerapan
Whistle
Blowing
System

¢. Hasil
evaluasi atas
penerapan
Whistle
Blowing
System telah
ditindaklanjuti
Penanganan
Benturan
Kepentingan
a. Telah
terdapat
identifikasi/pe
metaan
benturan
kepentingan
dalam tugas
fungsi utama

b. Penanganan
Benturan
Kepentingan
telah
disosialisasikan
/internalisasi

. Penanganan
Benturan
Kepentingan
telah
diimplementasi
kan

d. Telah
dilakukan
evaluasi atas
Penanganan
Benturan
Kepentingan
e. Hasil
evaluasi atas
Penanganan
Benturan
Kepentingan
telah
ditindaklanjuti

Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik

Standar
Pelayanan

A 1

A 1
15 1,5
A 1

A 1

A 1

A 1

A 1
4,9

5 6
1 1

100,00%

99,20%

100,00%

Ya, Sudah diterapkan sesuai yang
diterapkan organisasi dan
membuat inovasi terkait
pelaksanaan WBS.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1PQSilKdO7XEdhBgtHE2cOIt
tvMeRnkzZ?usp=share_link

Ya, Pengadilan Tinggi rutin setiap
bulan melakukan rapat evaluasi
bulanan terkait keperluan / kendala
dari semua bidang termasuk soal
penerapan WBS.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1jTcXXgW4JPj2BHOEF6TuU_1
X502mPU60g?usp=share_link

Ya, Pengadilan Tinggi Maluku
Utara sudah memetakan benturan
kepentingan melalui rapat.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1J6i0WbNXMXM3Jb1Di6uWl
OQFxuw8BfWP?usp=share_link
Ya, Pengadilan Tinggi Maluku
Utara sudah mensosialisasikan
benturan kepentingan kepada
seluruh Aparatur Pengadilan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/120qj1lUxO1sZJxahk1seajp-
rih1ZBsl?usp=share_link

Ya, Pengadilan Tinggi Maluku
Utara telah mengimplementasikan
Penanganan benturan kepentingan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/19t-
mMODSQGFNXICeflsg4jplbnMm-
7Qgr?usp=share_link

Ya, Pengadilan Tinggi rutin setiap
bulan melakukan rapat evaluasi
bulanan terkait keperluan / kendala
dari semua bidang termasuk soal
penanganan benturan kepentingan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1KegXEgN3ielSa300RSLO01e
TCPg3RIVwWM?usp=share_link
Ya, Pengadilan Tinggi Maluku
Utara telah menindaklanjuti
seluruh hasil evaluasi penanganan
benturan kepentingan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/Lunnn5TBMk47Q55i0dIcM-
bvUoGGun2EX?usp=share_link
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a. Terdapat

kebijakan

standar

pelayanan A 1

b.Standar
pelayanan telah
dimaklumatkan A 1

c. Dilakukan

reviu dan

perbaikan atas

standar

pelayanan A 1

d. telah

melakukan

publikasi atas

standar

pelayanan dan

maklumat

pelayanan YA 1
Budaya

Pelayanan 0,9
Prima 1 6

a. Telah
dilakukan
berbagai upaya
peningkatan
kemampuan
dan/atau
kompetensi
tentang
penerapan
budaya
pelayanan
prima A 1

95,83%

Terdapat penetapan Standar
Pelayanan terhadap seluruh jenis
pelayanan, dan sesuai asas serta
komponen standar pelayanan
publik yang berlaku;
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7WNPWS5p?usp=share_link

Evidence

Standar pelayanan telah
dimaklumatkan pada seluruh jenis
pelayanan dan dipublikasikan di
website dan media lainnya;
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7WNPWS5p?usp=share_link

Evidence

Dilakukan reviu dan perbaikan
atas standar pelayanan dan
dilakukan dengan melibatkan
stakeholders (antara lain : tokoh
masyarakat, akademisi, dunia
usaha, dan lembaga swadaya
masyarakat), serta memanfaatkan
masukan hasil SKM dan
pengaduan masyarakat.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7TWNPWS5p?usp=share_link

Evidence

Ya,telah melakukan publikasi atas
tandar pelayanan dan maklumat
pelayanan
https://drive.google.com/drive/fold
ers/19Sz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7WNPWS5p?usp=share_link

Evidence

Telah dilakukan
pelatihan/sosialisasi pelayanan
prima secara berkelanjutan dan
terjadwal, sehingga seluruh
petugas/pelaksana layanan
memiliki kompetensi sesuai
kebutuhan jenis layanan serta telah
dan terdapat monev yang melihat
kemampuan/kecakapan petugas
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7TWNPWS5p?usp=share_link

Evidence
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b. Informasi
tentang
pelayanan
mudah diakses
melalui
berbagai media

c. Telah
terdapat sistem
pemberian
penghargaan
dan sanksi bagi
petugas
pemberi
pelayanan

d. Telah
terdapat sistem
pemberian
kompensasi
kepada
penerima
layanan bila
layanan tidak
sesuai standar

e. Terdapat
sarana layanan
terpadu/terinteg
rasi

f. Terdapat
inovasi
pelayanan

Pengelolaan
Pengaduan

a. Terdapat
media
pengaduan dan
konsultasi
pelayanan yang
terintegrasi
dengan SP4N-
Lapor!

1

100,00%

Seluruh Informasi tentang
pelayanan dapat diakses secara
online (website/media sosial) dan
terhubung dengan sistem informasi
pelayanan publik nasional
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7WNPWS5p?usp=share_link

Evidence

Telah terdapat kebijakan
pemberian penghargaan dan sanksi
yang minimal memenuhi unsur
penilaian: disiplin, kinerja, dan
hasil penilaian pengguna layanan,
dan telah diterapkan secara
rutin/berkelanjutan
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4AGMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7WNPWS5p?usp=share_link

Evidence

Telah terdapat sistem pemberian
kompensasi bila layanan tidak
sesuai standar bagi penerima
layanan di seluruh jenis layanan
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7WNPWS5p?usp=share_link

Evidence

seluruh pelayanan sudah dilakukan
secara terpadu/terintegrasi
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7WNPWS5p?usp=share_link

Evidence

unit kerja telah memiliki inovasi
pelayanan yang berbeda dengan
unit kerja lain dan mendekatkan
pelayanan dengan masyarakat
serta telah direplikasi
https://drive.google.com/drive/fold
ers/19Sz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7TWNPWS5p?usp=share_link

Evidence

Terdapat media konsultasi dan
pengaduan secara offline dan
online, tersedia petugas khusus
yang menangani, dan terintegrasi
dengan SP4N-LAPOR!
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4AGMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7WNPWS5p?usp=share_link
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b. Terdapat
unit yang
mengelola
pengaduan dan
konsultasi
pelayanan

c. Telah
dilakukan
evaluasi atas
penanganan
keluhan/masuk
an dan
konsultasi
Penilaian
Kepuasan
terhadap
Pelayanan

a. Telah
dilakukan
survey
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan

b. Hasil survei
kepuasan
masyarakat
dapat diakses
secara terbuka

c. Dilakukan
tindak lanjut
atas hasil
survei
kepuasan
masyarakat
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi

a. Telah
menerapkan
teknologi
informasi
dalam
memberikan
pelayanan

100,00%

100,00%

Evidence

Terdapat unit pengelola khusus
untuk konsultasi dan pengaduan,
serta surat penugasan pengelola
SPAN-LAPORI! di level unit kerja
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7WNPWS5p?usp=share_link

Evidence

Evaluasi atas penanganan
keluhan/masukan dan konsultasi
dilakukan secara berkala
https://drive.google.com/drive/fold
ers/19Sz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7WNPWS5p?usp=share_link

Evidence

Survei kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan dilakukan
minimal 4 kali dalam setahun
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7TWNPWS5p?usp=share_link

Evidence

Hasil survei kepuasan masyarakat
dapat diakses secara online
(website, media sosial, dll) dan
offline
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7TWNPWS5p?usp=share_link

Evidence

Jika dilakukan tindak lanjut atas
seluruh hasil survei kepuasan
masyarakat
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4AGMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7TWNPWS5p?usp=share_link

Evidence

Terdapat pelayanan yang
menggunakan teknologi informasi
pada seluruh proses pemberian
layanan
https://drive.google.com/drive/fold
ers/19Sz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7WNPWS5p?usp=share_link

Evidence
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b. Telah
membangun
database
pelayanan yang
terintegrasi

c. Telah
dilakukan
perbaikan
secara terus
menerus

YA

1

database pelayanan yang
terintegrasi
https://drive.google.com/drive/fold
ers/19gSz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7TWNPWS5p?usp=share_link

Evidence

Perbaikan dilakukan secara terus-
menerus
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7WNPWS5p?usp=share_link

Evidence

01
.0 Manajemen
0 Perubahan
Komitmen
dalam
i perubahan

a. Agen
perubahan
telah membuat
perubahan
yang konkret di
Instansi (dalam
1 tahun)

- Isi Jumlah
Agen
Perubahan

- Isi Jumlah
Perubahan
yang dibuat

4

2

100,00%

100,00%

Dalam 1 (satu) tahun terdapat 2
(dua) periode agen perubahan
karena SK Penetapan agen
perubahan per 6 (enam) bulan
dengan total jumlah agen
perubahan yang ditetapkan untuk
tahun 2022 berjumlah adalah 2
Agen Perubahan. Perubahan yang
telah dibuat oleh 2 agen perubahan
dalam tahun 2022 adalah 2
perubahan yakni, penggunaan
aplikasi E-Perantara
(Perpanjangan Penahanan secara
elektronik), E-Pelita (Pendaftaran
Layanan Disabilitas Elektronik).
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1sgNRWns71gFzR-
MIN61uzZDzUQY m3Luw?usp=s
haring

Evidence
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b. Perubahan
yang dibuat
Agen
Perubahan
telah
terintegrasi
dalam sistem
manajemen
Komitmen
Pimpinan

a. Pimpinan
memiliki
komitmen
terhadap
pelaksanaan
reformasi
birokrasi,
dengan adanya
target capaian
reformasi yang
jelas di
dokumen
perencanaan

Membangun
Budaya Kerja

a. Instansi
membangun
budaya kerja
positif dan
menerapkan
nilai-nilai
organisasi
dalam
pelaksanaan
tugas sehari-
hari

1

1

100,00%

100,00%

Perubahan yang telah dibuat oleh
agen Perubahan yang ditetapkan
untuk tahun 2022 berjumlah 2
Perubahan, yakni aplikasi E-
Perantara (Perpanjangan
Penahanan secara elektronik), E-
Pelita (Pendaftaran Layanan
Disabilitas Elektronik) yang
semuanya telah terintegrasi dalam
sistem manajemen. Namun setelah
munculnya aplikasi E-Berpadu
(elektronik berkas pidana terpadu),
aplikasi E-Perantara
(Perpanjangan Penahanan secara
elektronik) pada PT Maluku Utara
sekarang sudah tidak digunakan
lagi karena fungsi dari aplikasi
tersebut sudah melebur dengan
Aplikasi dari Mahkmag Agung
yakni aplikasi E-Berpadu
(elektronik berkas pidana terpadu).
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1sgNRWns71qFzR-
MIN61uzZDzUQY m3Luw?usp=s
haring

Evidence

SK Rencana Kerja dan Target
Prioritas telah disosialisasikan di
bulan Januari 2022, serta rutin
dilakukan pemantauan sehingga
sebagian besar sudah tercapai.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/11-kDUbpN99AKS-fZ-
juUmsOt2ryVjPPx?usp=sharing

Terkendali (Sosialisasi perubahan
pola pikir dan budaya kerja telah
dilaksankana pada tanggal 3
Januari 2022, Pembinaan Perma
7,8,9 Tahun 2016 telah
dilaksankan pada tanggal 6 Januari
2022, dan Screenshoot SIPP dan
PTSP terkait ketepatan
penyelesaian perkara dan disposisi
surat pada PT Malut telah
dilaksankan setiap bulan yang
merupakan bagian dari
pembentukan budaya kerja dan
pola pikir dilingkungan organisasi)
https://drive.google.com/drive/fold
ers/117QnY CnvzEENGmAXJz7Dv
s_Z9mSdBDyY ?usp=sharing
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02
.0 Penataan
0 Tatalaksana 3,5 3,5 100,00%

Peta Proses
Bisnis
Mempengaruhi
Penyederhanaa
n Jabatan

a. Telah
disusun peta
proses bisnis
dengan adanya
penyederhanaa
n jabatan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE) yang
Terintegrasi

a.
Implementasi
SPBE telah
terintegrasi dan
mampu
mendorong
pelaksanaan
pelayanan
publik yang
lebih cepat dan
efisien

b.
Implementasi
SPBE telah
terintegrasi dan
mampu
mendorong
pelaksanaan
pelayanan
internal
organisasi yang
lebih cepat dan
efisien
Transformasi
Digital
Memberikan
Nilai Manfaat

a. Transformasi
digital pada
bidang proses
bisnis utama
telah mampu
memberikan
nilai manfaat
bagi unit kerja
secara optimal

Peta proses bisnis telah disusun
dan mempengaruhi
penyederhanaan seluruh jabatan
serta mempermudah dalam
pembagian masing - masing tugas.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/19z10gzMApVbuh3mt7dNRY
zlyTQF28CgQ?usp=sharing

Implementasi SPBE telah
terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan pelayanan
publik. Aplikasi diantaranya : e-
court, SIPP, Siwas, SiSUPER, E-
Persuratan, Direktori Putusan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/IE4ANJvScyehHIEKIhRFwd3o
xudytiHzKv?usp=sharing

Implementasi SPBE telah
terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan pelayanan
internal. Aplikasi diantaranya :
PTSP, SIPP, Siwas, SiISUPER, E-
Persuratan, Direktori Putusan. E-
advokat, E-simpenan, Siaga, E-
aparatur, dll.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1E4NJvScyehHIEKIhRFwd3o
xudytiHzKv?usp=sharing

Sasaran dan target dari
transformasi digital pada bidang
proses bisnis telah direncanakan
dan ditetapkan, diterapkan dan
diguynakan serta bermanfaat bagi
unit satker dan stakeholder
pengguna serta dievaluasi secara
berkelanjutan. Aplikasi
diantaranya : e-court, SIPP, Siwas,
SiISUPER, E-Persuratan, Direktori
Putusan.
https://drive.google.com/drive/fold
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b. Transformasi

digital pada
bidang
administrasi
pemerintahan
telah mampu
memberikan
nilai manfaat
bagi unit kerja
secara optimal

Transformasi
digital pada
bidang
pelayanan
publik telah
mampu
memberikan
nilai manfaat
bagi unit kerja
secara optimal
Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur
Kinerja
i Individu

a. Ukuran
kinerja
individu telah
berorientasi
hasil (outcome)
sesuai pada
levelnya

i Assessment

i Pegawai

a. Hasil
assement telah
dijadikan
pertimbangan
untuk mutasi
dan

15

1,5

5

1,5

1

1,5

100,00%

100,00%

100,00%

ers/1gPw4yt71lhmxitzdpud_Fm-
ofOjoUF9E?usp=sharing

Sasaran dan target dari
transformasi digital pada bidang
administrasi pemerintahan telah
direncanakan dan ditetapkan,
diterapkan dan diguynakan serta
bermanfaat bagi unit satker dan
stakeholder pengguna serta
dievaluasi secara berkelanjutan.
Aplikasi diantaranya : E-sakip
pada komdanas, E-sakip pada
menpan, SIPAPU, SIPP, PKP
Bulanan.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gPw4yt71lhmxitzdpud_Fm-
0fOjoUF9E?usp=sharing
Sasaran dan target dari
transformasi digital pada bidang
pelayanan publik telah
direncanakan dan ditetapkan,
diterapkan dan diguynakan serta
bermanfaat bagi unit satker dan
stakeholder pengguna serta
dievaluasi secara berkelanjutan.
Aplikasi diantaranya : e-advokat.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1qPw4yt71lhmxitzdpul Fm-
ofOjoUF9E?usp=sharing

Seluruh ukuran kinerja individu
pada unit kerja telah berorientasi
pada hasil sesuai levelnya.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/lu3aleDFTPDi9fsyMaxwkgP
Q_GeWIjKtx?usp=share_link

Evidence

Seluruh hasil asesment menjadi
dasar mutasi internal maupun
pengembangan karir dan
kompetensi.
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1fOAeU7NMr973sYCIBcxOg
59XRjTAehTb?usp=share_link
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pengembangan
karir pegawai

i Pelanggaran

i Disiplin

i Pegawai

a. Penurunan
pelanggaran
disiplin
pegawai
04
.0 Penguatan
0 Akuntabilitas

Meningkatnya
capaian Kinerja

i unit kerja
a. Persentase
Sasaran dengan
capaian 100%
atau lebih
Pemberian

i Reward and

i Punishment
a. Hasil
Capaian/Monit
oring
Perjanjian
Kinerja telah
dijadikan dasar
sebagai
pemberian
reward and
punishment
bagi organisasi

i Kerangka
i Logis Kinerja

a. Apakah
terdapat
penjenjangan
Kinerja
((Kerangka
Logis Kinerja)
yang mengacu
pada kinerja
utama
organisasi dan
dijadikan
dalam
penentuan
kinerja seluruh
pegawai?

05

.0 Penguatan

0 Pengawasan

15

15

7,5

2

4

1

0,5

15

15

7,5

100,00%

80,00%

50,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Evidence

2 (dua) SK Hudis yang turun pada
bulan Januari tahun 2022, adalah
hasil pemeriksaan terhadap
pelanggaran pada tahun 2017. Dan
Jumlah Pelanggaran Disiplin
Pegawai pada th 2021 - 2022 ini
adalah 0 (nol).
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1XBBDqOf1Nxkns6 mVJ9Wp
1lvnMB2B1forN?usp=share_link

Evidence

https://drive.google.com/drive/fold
ers/18¢cj9hjswOV8c40RClc5zFU
VVHIF7knaV?usp=share_link

Seluruh capaian kinerja (Perjanjian
Kinerja) merupakan unsur dalam
pemberian reward and
punishment;
https://drive.google.com/drive/fold
ers/115TH9jCPQB4Dg6npNFcJQ
es3adVhbPVJ?usp=sharing

terdapat Kerangka Logis kinerja
yang mengacu pada Kinerja utama
organisasi dan digunakan dalam
penjabaran kinerja seluruh
pegawai;
https://drive.google.com/drive/fold
ers/ImfouUfTUIWVfoP6mt_hgN
veCnfALKIze?usp=share_link
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Mekanisme

Pengendalian 2,5 2,5 100,00%
Telah dibuat Laporan Manajemen
Risiko sebagai penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) yang didalamnya terdapat

a. Telah Form Analisa Risiko yang isinya

dilakukan terdapat Pengendalian seluruh

mekanisme aktivitas pengadilan.

pengendalian https://drive.google.com/drive/fold

aktivitas secara ers/I10AL8L5gDQzoeHw_tCMUJ

berjenjang 1 5N1Vr71zQp80?usp=share_link

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat 3 3 100,00%
Setiap Laporan pengaduan yang

a. Persentase masuk di Pengadilan Tinggi

penanganan Maluku Utara m_elalm apl_lkz_i5|

pengaduan SIWAS telah ditindaklanjuti

masyarakat 1 Evidence

Penyampaian

Laporan Harta

Kekayaan 2 2 100,00%
Total Aparatur Pengadilan Tinggi
Maluku Utara sesuai dengan
SIKEP, ada 42 orang (termasuk
dengan Aparatur yang telah mutasi
keluar per bulan Januari 2023 dan
Aparatur yang mutasi masuk),
Seluruhnya sudah melaporkan
harta kekayaan masing - masing
baik itu melalui LHKPN maupun
LHKASN dibuktikan dengan
capture dari website LHKPN dan

Penyampaian capture bukti lapor yg sudah

Laporan Harta diunggah pada website PT Maluku

Kekayaan utara pada link berikut : https://pt-

Pejabat Negara malukuutara.go.id/layanan-publik-

(LHKPN) 1 laporan-lhkpn
Total Aparatur Pengadilan Tinggi
Maluku Utara sesuai dengan
SIKEP, ada 42 orang (termasuk
dengan Aparatur yang telah mutasi
keluar per bulan Januari 2023 dan
Aparatur yang mutasi masuk),
Seluruhnya sudah melaporkan
harta kekayaan masing - masing
baik itu melalui LHKPN maupun
LHKASN dibuktikan dengan
capture dari website LHKPN dan
capture bukti lapor yg sudah

Penyampaian diunggah pada website PT Maluku

Laporan Harta utara pada link berikut :

Kekayaan https://drive.google.com/drive/fold

Aparatur Sipil ers/1Jj6tj-

Negara Wj99ECARY9fleaUOpAfBkyaV7g

(LHKASN) 1 ?usp=share_link

06 Peningkatan
.0 Kualitas Pelayanan
0 Publik 5 5 100,00%
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Upaya dan/atau
Inovasi
Pelayanan
Publik

a. Upaya
dan/atau
inovasi telah
mendorong
perbaikan
pelayanan
publik pada:
1. Kesesuaian
Persyaratan

2. Kemudahan
Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur
3. Kecepatan
Waktu
Penyelesaian
4. Kejelasan
Biaya/Tarif,
Gratis

5. Kualitas
Produk
Spesifikasi
Jenis
Pelayanan

6. Kompetensi
Pelaksana/Web
7. Perilaku
Pelaksana/Web
8. Kualitas
Sarana dan
prasarana

9. Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

b. Upaya
dan/atau
inovasi pada
perijinan/pelay
anan telah
dipermudah:
1. Waktu lebih
cepat

2. Pelayanan
Publik yang
terpadu

3. Alur lebih
pendek/singkat
4 Terintegrasi
dengan aplikasi
Penanganan
Pengaduan
Pelayanan dan
Konsultasi

2,5

2,5

100

2,5 100,00%
Upaya dan/atau inovasi yang
dilakukan telah mendorong
perbaikan seluruh pelayanan
publik yang prima (lebih Cepat
dan mudah
https://drive.google.com/drive/fold
ers/19Sz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7WNPWS5p?usp=share_link

Evidence

Data diperoleh dari Laporan SKM
Triwulan 1-1V Tahun 2022
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1gSz4AGMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7TWNPWS5p?usp=share_link

Evidence

2,5 100,00%
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Penanganan
pengaduan
pelayanan
dilakukan
melalui
berbagai
kanal/media
secara
responsive dan
bertanggung
jawab

TOTAL PENGUNGKIT

Pengaduan pelayanan dan
konsultasi telah direspon dengan
cepat melalui berbagai
kanal/media
https://drive.google.com/drive/fold
ers/19Sz4GMh2AU4g-
QtoOwnZvn-
TC7WNPWS5p?usp=share_link

Evidence

98,20%

01 BIROKRASI YANG
BERSIH DAN
AKUNTABEL 20
a. Nilai Survey
Persepsi Korupsi
(Survei Eksternal) 17,5
b. Capaian Kinerja
Lebih Baik dari
pada Capaian
Kinerja
Sebelumnya 5
02 PELAYANAN
.0 PUBLIK YANG
0 PRIMA 20
a. Nilai Persepsi
Kualitas Pelayanan
(Survei Eksternal) 17,5

TOTAL HASIL 40

Nilai Pembangunan ZI

3,88

3,8

21,
97

16,
97

5

16,
62

16,
62
38,
59

97,64%

97,00% Evidence

100,00%

94,97%

95,00% Evidence

96,48%

97,05%
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BAB V
Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai
berikut:

a) Manajemen Perubahan

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Maluku Utara
telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Manajemen Perubahan.
Program dan kegiatan ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten
mekanisme kerja, pola pikir serta budaya kerja individu di Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
Program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

a. Telah membentuk Tim kerja Pembangunan Zona Integritas;

b. Telah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dengan target-target
prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM,;

c. Telah mensosialisasikan pencanangan Zona Integritas dengan berbagai media sehingga
dapat di ketahui oleh masyarakat luas;

d. Telah melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan zona
integritas;

e. Telah meningkatkan komitmen, membangun budaya kerja dan pola pikir aparatur
Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

f. Telah menetapkan Role model dan agen perubahan;

b) Penataan Tata Laksana

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Maluku Utara
telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penataan Tata Laksana. Program
dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Program kerja dan kegiatan yang telah
dilaksanakan adalah:

a. Telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada peta proses
bisnis instansi, telah menerapkan dan mengevaluasi SOP secara berkala;

b. Telah menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan
publik.

c. Telah menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan;

d. Serta sudah menjalankan keterbukaan informasi publik melalui situs www.pt-
malukuutara.go.id, sehingga masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi terkait
Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
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c) Penataan Sistemm Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Maluku Utara
telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penataan Sistem Manajemen
Sumber Daya Manusia (SDM). Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
profesionalisme SDM di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Program kerja dan kegiatan yang
telah dilaksanakan adalah:

a. Telah membuat perencanakan kebutuhan pegawai yang mengacu pada kebutuhan
Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

b. Telah melakukan monev terhadap penempatan pegawai dan mengembangkan Pola Mutasi

Internal;

Melaksanakan Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;

Melakukan penetapan kinerja individu;

Menegakkan aturan/ disiplin etika; dan

Mengembangkan sistem informasi pegawai.

o Qo0

d) Penguatan Akuntabilitas

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Maluku Utara
telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan Akuntabilitas.
Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja di
Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

a. Pimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara terlibat secara langsung dalam penyusunan
Perencanaan seperti penyusunan RKAKL, RKT, Rencana Strategis (Renstra);

b. Pimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga terlibat secara langsung dalam
penyusunan penetapan kinerja;

c. Pimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan penilaian pencapaian kinerja
secara berkala;

d. Telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Specific, Measurable, Aggressive,
Realistic, and Time Bound (SMART);

e. Laporan kinerja disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

f. Pengelolaan akuntabilitas kinerja di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dilakukan oleh
orang yang kompeten di bidangnya.

e) Penguatan Pengawasan

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Maluku Utara
telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan Pengawasan. Program
dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pelaksanaan.

Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Program kerja dan
kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

a. Untuk mengendalikan gratifikasi, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melakukan
public campaign gratifikasi, yakni membagikan sticker, melalui situs resmi Pengadilan
Tinggi Maluku Utara dan banner,
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Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menerapkan sistem Pengaduan Masyarakat, baik
melalui layanan pengaduan di area pelayanan Terpadu Saru Pintu (PTSP) maupun
melalui aplikasi SIWAS;

Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga memiliki CCTV di beberapa sudut kantor; dan
Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga telah menerapkan system Whistle Blowing
System (WBS)

f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Maluku Utara
telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan
publik pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Program kerja dan kegiatan yang telah
dilaksanakan adalah:

a.
b.

o

s Q

Telah mempunyai Standar Pelayanan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau
sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

Telah membuat maklumat standar pelayanan dan memasang di tempat pelayanan;
Telah menyusun SOP pelaksanaan standar pelayanan, melakukan reviu dan perbaikan
atas standar pelayanan dan SOP

Telah melakukan sosialisasi/pelatinan dalam rangka menerapkan budaya pelayanan
budaya prima.

Telah menyediakan sarana layanan informasi yang mudah diakses masyarakat seperti
SIPP, SIWAS, Direktori Putusan, situs resmi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dll;
Telah memberikan reward dan punishment kepada pegawai;

Telah menyediakan sarana layanan terpadu/terintegrasi melalui PTSP;

Serta telah melakukan survey kepuasan masyarakat, telah menindaklanjuti hasil survey
dan telah melakukan monev atas tindaklanjut hasil survey.

2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) bahwa dokumen-dokumen

Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah terpenuhi, oleh karena itu
kami berharap bahwa Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara menjadi salah satu
Satker di bawah Mahkamah Agung pada tahun ini yang mengikuti penilaian Pembangunan
Zona Integritas tingkat nasional dan berhasil memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas
dari Korupsi
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